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ABSTRAK 

 

 Asuransi merupakan salah satu kebutuhan manusia saat ini, dapat 

diketahui asuransi dapat memberikan perlindungan dalam pengalihan risiko yang 

dialami setiap manusia yang mana suatu kejadian yang tidak pasti terjadi, tetapi 

terdapat permasalahan yang terjadi yaitu pihak tertanggung melakukan 

pelanggaran pada polis yang telah disepakati, adanya tindakan dari pihak 

tertanggung yang tidak jujur dalam menyampaikan keterangan dalam riwayat 

penyakit, akibatnya polis menjadi batal dan pihak tertanggung tidak dapat 

mengajukan klaim. 

 Masalah pokok dalam penelitian ini adalah bagaimana bentuk 

perlindungan hukum akibat penolakan klaim terhadap pemegang polis asuransi 

Proteksi Extra Income Platinum di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru serta 

bagaimana kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum akibat penolakan 

klaim pada asuransi Proteksi Extra Income di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru. 

 Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian 

hukum observational research yakni dengan cara melakukan survei, sedangkan 

sifatnya yaitu deskriptif, merupakan penelitian yang bertujuan memberikan 

gambaran yang lebih tepat dan konkrit. 

 Hasil penelitian yang penulis dapatkan mengenai perlindungan hukum 

terhadap pemegang polis akibat penolakan klaim pada asuransi proteksi extra 

income platinum di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru adalah perlindungan 

hukum represif, yang mana perlindungan ini terjadi saat adanya pelanggaran yang 

dapat berupa sanksi atau denda. Pada penelitian ini terjadi pelanggaran yang 

dilakukan oleh pemegang polis, dan terbukti tidak jujur dalam memberi 

keterangan pada polis. Pihak tertanggung tidak melakukan kewajibannya dengan 

jujur dan benar sehingga polis akan menjadi tidak aktif. Walaupun pihak 

tertanggung hendak mengajukan klaim maka sudah pasti akan ditolak oleh pihak 

penanggung disebabkan polis sudah tidak aktif.  Jika polis tidak aktif maka polis 

tidak akan bisa digunakan lagi. Sehingga tertanggung hanya menerima premi 

yang telah dibayarkan selama ini dari pihak perusahaan asuransi. Sebaiknya pihak 

tertanggung melakukan kewajibannya dengan baik dan jujur. Penanggung juga 

memiliki kewajiban untuk memberi perlindungan dan rasa aman pada 

tertanggung.  Adapun yang menjadi kendala dalam memperoleh perlindungan 

hukum akibat penolakan klaim yaitu polis yang bersifat baku, pemegang polis 

yaitu tidak mempunyai kesempatan untuk tawar-menawar lebih lanjut, juga 

adanya kelemahan pihak tertanggung pada bidang pendidikan, ekonomis, daya 

tawar Proses penyelesaian akibat penolakan klaim terhadap pemegang polis 

dengan cara non litigasi yakni semua sengketa yang ada dari pertanggungan 

tersebut apabila pada pelaksanaannya terjadi masalah.  

 

Kata Kunci : Asuransi Jiwa, Polis, Penanggung, Tertanggung. 
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ABSTRACT 

 

Insurance is one of today's human needs, it can be seen that insurance can 

provide protection in the transfer of risks experienced by every human being 

where an uncertain event occurs, but there are problems that occur, namely the 

insured party violates the agreed policy, the action of the insured  the insured 

party is dishonest in conveying information in the history of the disease, as a 

result the policy becomes void and the insured party cannot file a claim. 

The main problem in this study is how the form of legal protection due to 

the rejection of claims against the Extra Income Platinum Protection insurance 

policy holder at PT.  Asuransi Jiwasraya Pekanbaru and how are the obstacles in 

obtaining legal protection due to refusal of claims on Extra Income Protection 

insurance at PT.  Asuransi Jiwasraya Pekanbaru. 

The type of research used in this research is observational legal research, 

namely by conducting surveys, while its descriptive nature is research that aims to 

provide a more precise and concrete picture. 

The results of the research that the authors get regarding legal protection 

for policyholders due to refusal of claims on extra income platinum protection 

insurance at PT.  Asuransi Jiwasraya Pekanbaru is a repressive legal protection, 

where this protection occurs when there is a violation which can be in the form of 

sanctions or fines.  In this study, there were violations committed by policy 

holders, and they were proven to be dishonest in providing information to the 

policy.  The insured party does not carry out its obligations honestly and correctly 

so that the policy will become inactive.  Even though the insured wants to file a 

claim, it will definitely be rejected by the insurer because the policy is no longer 

active.  If the policy is not active then the policy will not be used again.  So the 

insured only receives premiums that have been paid so far from the insurance 

company.  It is better for the insured party to carry out their obligations properly 

and honestly.  Insurers also have an obligation to provide protection and a sense 

of security to the insured.  As for the obstacles in obtaining legal protection due to 

claim refusal, namely the standard policy, the policy holder does not have the 

opportunity to bargain further, as well as the weaknesses of the insured party in 

the fields of education, economics, bargaining power.  policy by means of non-

litigation, namely all existing disputes from the coverage if problems occur in its 

implementation. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

 Kehidupan manusia pada masa sekarang semakin lama semakin pesat, 

termasuk kecanggihan teknologi dan informasi sudah menyebar luas di berbagai 

bidang manusia. Hal ini membuat kehidupan manusia pada masa sekarang bersifat 

konsumtif yang mana dapat mempermudah para pelaku usaha untuk menawarkan 

produk yang dihasilkannya, baik berupa barang atau pun jasa terhadap masyarakat 

selaku sebagai konsumen. 

 Tetapi pada masa sekarang juga tidak lepas dari hal-hal yang membuat 

keraguan dan ketidakpastian bagi konsumen dalam memilih produk yang 

diinginkannya. Untuk memberikan kepastian dan menghindari keraguan 

konsumen, maka dibuatlah perjanjian atau kesepakatan yang mana dapat membuat 

konsumen merasa aman dalam memilih produk dari pelaku usaha.  

 Semua  manusia tentunya memiliki keinginan dalam kehidupannya dapat 

terlaksana dengan tenang tanpa ada suatu masalah ataupun suatu peristiwa yang 

dialami diri sendiri, keluarganya ataupun harta benda yang dimiliki. Pada masa 

sekarang ini manusia disibukan dengan berbagai aktivitas yang mana hal ini 

sering membuat manusia tidak sadar yaitu masalah atau peristiwa dapat 

merugikan dirinya, keluarga ataupun harta benda yang dimilikinya, dan mereka 

harus siap menanggung segala risiko yang ditimbulkan dari masalah tersebut. 

Berbagai cara dilakukan untuk mengatas risiko tersebut, tapi cara yang sering 
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dipakai oleh masyarakat adalah dengan membuat perjanjian asuransi. (Darmawi, 

2004, p. 1) 

 Hal ini berakibat membuat rasa tidak pasti dalam diri manusia, dan juga 

membuat rasa tidak aman yang biasanya disebut risiko. Terdapat 4 cara untuk 

mengatasi risiko, yakni : 

a. Menerima (retention) 

b. Menghindar (avoidance) 

c. Mencegah (prevention) 

d. Mengalihkan dan membagi (transfer or distribution). (Hartono, 1992, 

p. 60) 

Asuransi adalah suatu lembaga pengalihan risiko yang memiliki peran 

yang sangat penting untuk masyarakat, maupun bagi perusahaan-perusahaan. 

Perusahaan asuransi mempunyai posisi sebagai penyedia dalam berbagai kondisi 

tertentu menerima risiko dari pihak-pihak lain, khususnya mengenai risiko-risiko 

ekonomi yang dapat diatasi secara cepat dan tepat. Saat melaksanakan usaha 

asuransi mempunyai beberapa faktor yang menjadi perhatian saat melakukannya, 

yang mana mempunyai aturan yang baik, misalnya pelayanan yang baik, 

mempunyai kejujuran dalam berperilaku, dan mempunyai pengetahuan yang baik 

sesuai dengan yang ditetapkan undang-undang. (Sastrawidjaya, 2004, p. 1) 

 Risiko merupakan suatu ketidakpastian yang dapat memungkinkan akan 

terjadi kerugian di masa yang akan datang. Perusahaan asuransi membuat 

ketidakpastian menjadi kepastian yakni jika terjadi kerugian maka akan 
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mendapatkan ganti rugi. Risiko atau pun kerugian yang terjadi didalam 

masyarakat bisa berupa kerugian harta benda atau kerugian jiwa. Didalam 

kehidupan ini manusia pasti berharap adanya keamanan jiwa atau harta benda, 

namun kita tidak akan mengetahui hal yang akan terjadi kedepannya, sebagai 

manusia hanya bisa melakukan usaha karna yang membuat ketentuan semuanya 

adalah Tuhan, oleh karnanya setiap manusia pasti akan berhadapan dengan risiko. 

(Ganea & Anzif, 2013, p. 1) 

Terdapat beberapa jenis risiko yang harus dipertimbangkan, yakni pertama 

adalah pengertian dari risiko murni atau pure risk, yaitu suatu konsepsi sederhana, 

memiliki arti sebagai ketidakpastian bahwa kerugian tersebut akan timbul, tetapi 

jika ketidakpastian tersebut akan terjadi, maka yang timbul hanya kerugian. 

Didalam suatu perjanjian asuransi, pengalihan risiko dari pihak tertanggung 

terhadap penanggung diseimbangi dengan pembayaran premi oleh pihak 

tertanggung (Abdulkadir, 2015, p. 16). 

Masyarakat sebagai konsumen membuat perjanjian dengan perusahaan 

asuransi agar mengalihkan kerugian yang dialaminya kepada perusahaan asuransi. 

Untuk mengadakan perjanjian tersebut, biasanya pihak dari perusahaan asuransi 

sudah membuat dan menyediakan draft perjanjian sebelum melakukan perjanjian 

dengan nasabah atau konsumen.  

Pada saat melakukan perjanjian sebagai lembaga asuransi perlu 

memperoleh keterangan secara jujur, mengingat dari keterangan yang didapatkan 

maka perusahaan asuransi akan dapat melakukan analisis risiko obyek 
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tanggungan, juga jumlah premi yang wajib dibayar dapat ditentukan. Selain hal 

tersebut keterangan secara jujur dari pihak tertanggung merupakan syarat yang 

harus dilaksanakan sebelum perjanjian asuransi tersebut dibuat dengan kongkrit 

dalam polis. 

Keterangan yang telah diperoleh dari pihak tertanggung sangat penting 

karna dapat menjadi dasar dalam pemberian ganti kerugian. Jika keterangan yang 

diberikan tidak sesuai atau ada kesalahan, maka dapat mempersulit proses 

pemberian ganti kerugian. Banyak pihak yang mana sering merasa kesulitan untuk 

dapat memperoleh klaim asuransi. Hal tersebut terjadi disebabkan karna pihak 

tertanggung sendiri yang tidak memberikan informasi perihal obyek asuransi yang 

diasuransikan secara benar. Pihak tertanggung telah beranggapan bahwa pihak 

tertanggung tidak melakukan kejujuran dan tidak mempunyai itikad baik dengan 

menutupi suatu hal yang berhubungan dengan obyek pertanggungan dari 

penanggung. 

Pasal 33 ayat (1) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 

yang berisikan ketentuan bahwa Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

atas asas kekeluargaan. Amanat dari Undang – Undang Dasar memberikan 

konsekuensi yaitu perusahaan asuransi dalam melakukan kegiatan usahanya 

haruslah berdasarkan pada prinsip kekeluargaan yakni dengan adanya rasa saling 

percaya didalam para pihak.  

Keterangan dengan jujur menjadi prinsip yang sangat diperlukan dalam 

mengadakan perjanjian asuransi seperti diatur didalam Pasal 251 KUHD : “Semua 
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pemberitahuan yang keliru atau tidak benar, atau semua penyembunyian keadaan 

yang diketahui oleh tertanggung, meskipun dilakukannya dengan itikad baik, yang 

sifat sedemikian rupa, sehingga perjanjian itu tidak akan diadakan, atau tidak 

diadakan dengan syarat-syarat yang sama, bila penanggung mengetahui keadaan 

yang sesungguhnya dari semua hal itu, membuat pertanggungan itu batal”.  

Kasus dalam asuransi yang berhubungan berkaitan dengan itikad buruk 

dapat berasal dari Perusahaan Asuransi atau pun dari pemegang polis, yang 

pastinya memiliki tujuan untuk keuntungan secara pribadi. Yang dimaksud dari 

itikad buruk tidak ada dalam pasal-pasal yang berbicara mengenai hal tersebut, 

yang dimaksud itikad buruk yaitu kebalikan dari Prinsip Utmost good Faith (Pasal 

1338 KUHPerdata) yang mana menekankan sangat pentingnya memiliki prinsip 

beritikad baik pada suatu perjanjian. Prinsip Utmost Good Faith merupakan 

prinsip yang mengatakan bahwa pihak tertanggung memiliki kewajiban untuk 

memberitahu sejelas-jelasnya dan secara teliti tentang semua fakta-fakta yang 

penting berhubungan dengan obyak yang akan diasuransikan. Hal tersebut sesuai 

didalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata yang memiliki 

pernyataan mengenai syarat-syarat sah suatu perjanjian. Salah satu dari syarat 

sahnya suatu perjanjian yaitu terdapat sesuatu yang berhubungan dengan isi 

perjanjian yang telah dibentuk oleh pihak yang terkait.  

Contoh kasus yang terjadi dalam perusahaan PT. Asuransi Jiwasraya 

(Persero) Kantor Wilayah Pekanbaru yaitu berawal ketika agen Jiwasraya 

menawarkan asuransi kepada calon pemegang polis, kemudian calon pemegang 

polis tersebut menyetujui dengan fitur produk yang telah ditawarkan oleh agen 
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Jiwasraya, lalu melakukan pembuatan polis melalui SPAJ (Surat Permintaan 

Asuransi Jiwa). Didalam SPAJ juga terdapat pernyataan apakah calon pemegang 

polis memiliki riwayat penyakit, pernah diperiksa, atau rawat inap, dan calon 

pemegang polis menyatakan tidak. Staf Jiwasraya melakukan underwriting atau 

menyeleksi risiko. Setelahnya maka akan diterbitkan polis, kemudian agen 

Jiwasraya memberikan polis dan syarat perjanjian kepada pemegang polis dengan 

memberi waktu selama 10 hari untuk mempelajari polis tersebut.  

Staf Jiwasraya akan menerima tanda terima polis yang berisikan bahwa 

pemegang polis sudah membaca, memahami dan menyetujui isi dan syarat polis. 

Jenis asuransi tertanggung adalah Proteksi Extra Income Platinum dengan masa 

berlaku selama 5 tahun. Setahun kemudian tertanggung meninggal dunia, staf 

Jiwasraya melakukan pengecekan ke lapangan, ternyata tertanggung memiliki 

riwayat penyakit dan pernah mendapatkan rawat inap karna infeksi usus buntu 

perforasi, sebelum masuk asuransi. Dari hal diatas dapat diketahui bahwa 

tertanggung telah menyembunyikan penyakitnya saat mengisi SPAJ, dan hal ini 

telah melanggar syarat umum polis asuransi jiwa perorangan pada pasal 3 dasar 

perjanjian asuransi. Hal ini mengakibatkan pihak penanggung menolak klaim 

tersebut, dan hanya mengembalikan premi asuransi yang telah dibayarkan kepada 

ahli waris. 

 Prinsip itikad baik menghendaki adanya kejelasan perihal dari kondisi 

tertanggung sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya didalam perjanjian 

asuransi, pada kenyataannya ada ditemukan pelanggaran dari pihak tertanggung. 

Pelanggaran yang dilakukan tersebut memiliki bukti yang kuat dari kasus yang 
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telah menunjukkan adanya ketidakjujuran dari pihak tertanggung dalam memberi 

penjelasan mengenai keadaan fakta yang sebenarnya. 

 Padahal didalam ketentuan tersebut terdapat hak penanggung sebagai 

pelaku usaha sebagaimana diatur didalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 

Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa : “hak untuk mendapat perlindungan 

hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik”.  

Tertanggung dalam hal ini yaitu konsumen mempunyai kewajiban yang 

diatur dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan 

Konsumen, bahwa : “bertikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang 

dan/ atau jasa”.  Yang mana dalam hal ini jasa dari asuransi jiwa.  

 Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, penulis ingin mengetahui 

pelaksanaan perlindungan konsumen ditinjau dari polis Asuransi Jiwasraya, maka 

penulis ingin melakukan penelitian dengan judul “Perlindungan Hukum 

Terhadap Pemegang Polis Akibat Penolakan Klaim pada Asuransi Proteksi 

Extra Income Platinum di PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru”  

B. Rumusan Masalah 

Dari latar belakang tersebut maka dapat dirumuskan permasalahannya : 

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum akibat penolakan klaim terhadap 

pemegang polis asuransi Proteksi Extra Income Platinum di PT Asuransi 

Jiwasraya Pekanbaru ?  
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2. Bagaimana kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum akibat 

penolakan klaim pada asuransi Proteksi Extra Income Platinum di PT 

Asuransi Jiwasraya Pekanbaru ?   

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Adapun tujuan yang sesuai dengan masalah pokok yang ingin penulis 

dapatkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 

a. Untuk mengetahui bentuk perlindungan hukum terhadap pemegang 

polis asuransi Proteksi Extra Income Platinum di PT Asuransi 

Jiwasraya Pekanbaru 

b. Untuk mengetahui kendala dalam mendapatkan perlindungan hukum 

akibat penolakan klaim pada asuransi Proteksi Extra Income di PT 

Asuransi Jiwasraya Pekanbaru 

Penelitian ini diharapkan bisa memberikan manfaat baik secara teoritis 

maupun praktis : 

a. Manfaat secara Teoritis 

1) Untuk memahami prosedur dan syarat bagi pemegang polis dalam 

melakukan perjanjian asuransi, pelaksanaan hak dan kewajiban 

pihak tertanggung dan penanggung yang diatur dalam 

perlindungan konsumen. 

2) Untuk memperoleh informasi dan data secara jelas dan lengkap 

yang berkaitan dengan permasalahan yang timbul dari polis 
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asuransi antara pihak tertanggung dan pihak penanggung yaitu PT 

Asuransi Jiwasraya Pekanbaru. 

b. Manfaat Praktis 

1) Untuk dapat menambah wawasan juga pengetahuan penulis 

mengenai ilmu hukum khususnya hukum bisnis 

2) Untuk dapat dijadikan bantuan informasi pengetahuan pada 

mahasiswa/ mahasiswi lainnya dan pada masyarakat luas yang 

terkait dengan Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Polis 

Akibat Penolakan Klaim Pada Asuransi Proteksi Extra Income 

Platinum di PT Asuransi Jiwasraya Pekanbaru 

3) Sebagai sumbangan pemikiran untuk almamater yang mana tempat 

penulis menuntut ilmu yakni di Fakultas Hukum Universitas Islam 

Riau. 

D. Tinjauan Pustaka 

1. Teori Tentang Keadilan 

Keadilan memiliki arti mengenai hal yang tidak dapat dilihat dengan sama, 

dengan keadilan bukan berarti individu memperoleh bagiannya dengan sama atau 

rata, tetapi keadilan berarti mengharuskan setiap ketetapan harus diperhitungkan 

sendiri. Tindakan adil tidak harus memperoleh bagian yang sama. Keadilan 

melarang untuk menyamakan, keadilan mengharuskan supaya dalam menetapkan 

suatu perkara harus mempunyai pertimbangan sendiri, peraturan yang nyata, oleh 

sebab itu kuat peraturan tersebut, maka akan dapat tercapai keadilan itu, 

(Apeldoorn, 1993, p. 14) 
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Menurut Rawls teori keadilan mempunyai dua tujuan. Yaitu tujuan 

pertama adalah teori yang memiliki prinsip umum yang menerangkan dan 

mendasari keputusan mengenai moral yang telah dipertimbangkan dalam situasi 

tertentu. Tujuan kedua adalah pengembangan teori keadilan sosial yang lebih baik 

dan unggul. Susunan dasar masyarakat yakni institusi sosial, politik, hukum, dan 

ekonomi merupakan bidang pokok keadilan. Fungsi dari susunan masyarakat 

yaitu memberikan beban dan keuntungan sosial. Pilihan-pilihan konstitusi politik 

dan unsur-unsur utama dari sistem sosial dan ekonomi diatur oleh prinsip-prinsip 

keadilan sosial. Jika dalam arti luas, keadilan mempunyai suatu perkembangan 

melalui pendekatan yang berbeda, karena jika berkata tentang keadilan yang 

ditulis pada literatur yang ada, pasti akan dihubungkan pada hal-hal seperti toeri 

hukum juga politik. (Manullang, 2007, p. 187-188) 

Masalah utama keadilan yaitu dalam menentukan dan memberi alasan 

terhadap prinsip-prinsip yang wajib ada didalam susunan dasar masyarakat yang 

secara adil. Prinsip-prinsip keadilan harus mengerjakan dua hal jika dilaksanakan 

pada fakta struktur dasar masyarakat, yaitu : 

a. Prinsip keadilan membagikan nilai secara nyata mengenai adil tidak 

institusi dan praktek institusional. 

b. Prinsip keadilan menuntun dalam mengembangkan kebijakan-

kebijakan dan hukum dalam memperbaiki adanya ketidakadilan. 

Teori keadilan memiliki dua prinsip yaitu prinsip kebebasan dan 

ketidaksamaan sosial dan ekonomi. Prinsip kebebasan yaitu setiap orang memiliki 

hak kebebasan yang besar, sepanjang tidak menyakiti orang lain. Setiap orang 
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diberikan kebebasan berpikir dan berbicara, kebebasan memilih, menjadi pejabat, 

dan sebagainya. Kebebasan-kebebasan ini haruslah setara, karna setiap 

masyarakat yang adil memiliki hak-hak dasar yang sama. Prinsip ketidaksamaan 

sosial dan ekonomi diatur dapat membagikan untung yang diperoleh kepada 

semua, dan seluruh jabatan dan posisi terbuka kepada semuanya. Ketidaksamaan 

sosial dan ekonomi haruslah dapat menolong masyarakat. Jika ketidaksamaan ini 

bisa membantu masyarakat maka ketidaksamaan sosial dan ekonomi dianggap 

tidak ada.  

Prioritas pada teori keadilan harus timbul dalam usaha melakukan prinsip 

keadilan, ada dua prioritas yaitu : 

a. Prioritas pertama menerapkan prinsip kebebasan terlaksana dahulu 

dibandingkan prinsip kedua. Prioritas pertama keadilan sosial yaitu 

adanya kebebasan secara luas, tidak ada batasan atas untung matrial 

yang bertambah tinggi dari semuanya atau pihak yang tidak memiliki 

untung sekalipun. Setelah memperoleh kebebasan yang sesungguhnya, 

maka kita boleh dengan bebas mengatur usaha untuk mengikuti 

tuntutan yang ada didalam prinsip  

b. Prioritas kedua adalah hubungan dua prinsip keadilan yang kedua. 

Prinsip persamaan yang adil pada peluang secara leksikal berjalan 

lebih awal dibandingkan prinsip perbedaan. 

Suatu cara yang adil dalam mempersatukan kepentingan yang berbeda 

yaitu melalui keseimbangan dari kepentingan-kepentingan tersebut, tanpa 

memberi bentuk perhatian istimewa kepada kepentingan tersebut. Prinsip keadilan 



 

12 
 

merupakan prinsip orang rasional yang memilih saat ia belum mengetahui 

kedudukannya. Karena akan ada orang yang selalu bertindak berdasarkan 

kepentingannya sendiri, maka hal ini tidak dapat kita membiarkan seseorang 

memutuskan persoalan atau kasusnya sendiri untuk kepentingannya. Aristoteles 

mengatakan ukuran suatu keadilan merupakan seorang yang tidak melakukan 

pelanggaran suatu hukum yang berlaku, yakni memiliki arti bahwa keadilan sama 

dengan ketetapan hukum yakni hukum tidak boleh dilanggar dan setiap aturan 

hukum yang berlaku harus dipatuhi. Faturochman mebgatakan bahwa keadilan 

merupakan suatu kondisi sosial saat norma mengenai hak dan kewajiban sama 

dengan pemahaman dari keadilan, ada terdapat jenis-jenis keadilan yang 

dijelaskan oleh Faturochman yaitu : 

a. Keadilan prosedural 

Keadilan ini mengenai suatu mekanisme yang mana dalam menentukan 

keadilan harus sama dengan bentuk dari prosedur yang telah ditentukan yakni 

konsistensi, respresentif, minimalisasi, informasi yang akurat dan etis. Terdapat 

dua model bentuk pada keadilan prosedural yakni pertama adalah model untuk 

kepentingan pribadi, yang kedua model untuk nilai-nilai dalam kelompok. 

b. Keadilan interaksional 

Keadilan ini menyatakan bahwa manusia yang menjadi anggota kelompok 

masyarakat sangatlah memandang kedudukan mereka didalam kelompok tersebut, 

yang mana membuat mereka akan berusaha dapat selalu menjaga relasi sosial 

supaya dapat terjalin baik.  
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c. Keadilan distributif 

Keadilan ini menyatakan mengenai bagaimana melaksanakan pemberian, 

pembagian, dan penyaluran dengan cara yang baik, dipandang dengan cara 

konseptual, keadilan ini mempunyai hubungan dengan bagaimana 

mendistribusikan kondisi barang yang mempunyai pengaruh terhadap 

kesejahteraan setiap individu. 

d. Keadilan retributif 

Keadilan ini menyatakan bagaimana seseorang harus dapat memiliki 

tanggung jawab atas setiap perbuatannya, juga dapat menerima sanksi yang sama 

dengan kesalahan yang telah diperbuatnya.  

Prinsip keadilan memiliki tiga macam kebenaran yang dibangun, dua 

didalamnya yaitu daya penilaian moral yang benar-benar dinilai, dan yang ketiga 

yaitu berlandaskan terhadap interpretasi pada teorinya. Kedua landasan kebenaran 

yang sesuai pertimbangan moral dapat mengarah terhadap yang dikatakan adil dan 

tidak adil dengan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan prinsip keadilan. 

Dengan adanya sistem prioritas, maka dapat dilihat keunggulan dari prinsip 

keadilan sosial yang dibangun. Jika dilaksanakan secara nyata prinsip-prinsip 

tersebut maka dapat memperoleh penilaian moral mengenai yang disebut adil dan 

tidak adil juga penilaian mengenai keadilan institusi sosial.  

2. Teori Tentang Kepastian Hukum 

Kepastian adalah hal yang pasti, ketetapan atau ketentuan. Berdasarkan hal 

mendasar hukum haruslah adil dan pasti. Hukum adalah sebuah sistem norma. 

Undang-undang yang terdapat aturan-aturan yang memiliki sifat umum akan 
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membuat sebagai pedoman pada setiap orang berperilaku dalam suatu masyarakat, 

baik dalam relasi sesama individu ataupun dalam relasi dengan masyarakat. 

Kepastian hukum normatif yaitu saat suatu aturan dibentuk dan diundangkan 

dengan pasti karena mengatur dengan jelas dan logis. Jelas mempunyai makna 

yaitu tidak membuat keragu-raguan dan logis, ia menjadikan sistem norma 

terhadap norma lain yang mana tidak menjadi bergesekan atau membuat 

permasalahan dalam norma. Dapat disimpulkan yaitu kepastian hukum yaitu salah 

satu syarat wajib saat melaksanakan penegakkan hukum (Mertokusumo S., 2003, 

p. 145)  

Terdapat dua jenis arti tentang kepastian hukum. Utrecht mengatakan yang 

pertama yaitu aturan yang mempunyai sifat yang umum, dapat diartikan supaya 

setiap individu mengetahui tindakan apa yang tidak melanggar aturan dan 

tindakan apa yang melanggar aturan. Yang kedua Utrecht mengatakan bahwa 

hukum merupakan bentuk keamanan bagi setiap individu terhadap 

ketidakwenangan pemerintah, dengan aturan ini maka setiap individu memperoleh 

perlindungan yang baik dari suatu negara. (Syahrani, 1999, p. 23).  

Melihat tentang kepastian, terdapat hal-hal yang harus diperhatikan yakni 

nilai-nilai hukum yang dipakai harus mempunyai hubungan hukum yang akurat 

dengan istilah-istilah hukum dipakai yang mempunyai energi yang positif. 

Dengan adanya banyak gagasan-gagasan itu, kepastian hukum saat ini tidak saja 

merupakan kewajiban negara tersebut, melainkan hal ini membuat suatu nilai 

untuk semua pihak yang telah terlibat tanpa terkeculai tidak diperkenankan 

bertindak sewenang-wenang. Kepastian hukum adalah suatu tujuan dari negara, 
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sebab suatu hukum saat tidak adanya nilai kepastian tidak akan memiliki arti 

disebabkan tidak bisa menjadi panduan perilaku pada semua individu. Kepastian 

hukum dihasilkan dari suatu hukum yang mempunyai sifat supaya aturan hukum 

tersebut dapat bersifat umum. Hukum yang mempunyai sifat umum mempunyai 

bukti bahwa hukum tersebut tidak hanya sekedar menegakkan keadilan namun 

menegakkan suatu kepastian hukum. (Ali A., 2002, p. 82-83) 

Kepastian hukum mengarah pada berlakunya hukum yang jelas, konsisten, 

tetap yang praktiknya tidak mempengaruhi kondisi-kondisi yang memiliki sifat 

subjektif. Kepastian dan keadilan bukan saja tuntutan moral, melainkan 

berdasarkan fakta mencirikan hukum. Penganut aliran ajaran kepastian hukum 

mempunyai tujuan hukum untuk memberi jaminan terciptanya kepastian hukum. 

Hal ini menunjukkan hukum tidak memiliki tujuan demi menciptakan keadilan 

atau kemanfaatan, tetapi semata-mata demi kepastian. Kepastian hukum adalah 

suatu jaminan tentang hukum yang terdapat keadilan. Keadilan dan kepastian 

hukum merupakan bagian yang telah ditetapkan dari hukum. Kedua hal ini 

haruslah dijaga untuk ketertiban dan keamanan negara. Menurut teori kepastian 

hukum dan nilai yang ingin diterima adalah keadilan dan kebahagiaan. Hukum 

positif akan selalu dipatuhi. Dapat dikatakan yaitu keadilan bukan hanya tujuan 

hukum saja.  

Saat pelaksanaannya kepastian hukum haruslah sama dengan bunyinya 

yaitu supaya masyarakat bisa mengetahui hukum tersebut telah dilakukan. 

Kepastian hukum juga mengharuskan terciptanya upaya hukum didalam aturan 

hukum didalam perundang-undangan yang sudah dibuat pihak yang bersangkutan 
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dalam hal ini, supaya aturan yang telah dibuat tersebut mempunyai aspek yuridis 

yang akan memberi kepastian hukum juga dpaat memiliki fungsi menjadi aturan 

yang wajib dipatuhi. 

3. Teori Tentang Perlidungan Hukum 

Secara umum perlindungan memiliki pengertian memberi perlindungan 

terhadap sesuatu yang dianggap memiliki bahaya, tempat berlindung atau 

melindungi. Berbeda dengan pengertian dari perlindungan hukum, yang mana 

merupakan bagaimana cara melindungi kepentingan seseorang melalui cara 

mengalokasikan Hak Asasi Manusia kekuasaan terhadapnya guna berperilaku 

pada hal kepentingannya itu. (Rahardjo, 2003, p. 121) 

Suatu perlindungan dinyatakan menjadi perlindungan hukum yaitu saat 

memiliki unsur-unsur seperti : 

a. Terdapat pengayoman dari pemerintah kepada warganya. 

b. Adanya jaminan kepastian hukum. 

c. Berhubungan terhadap hak-hak warganegara. 

d. Terdapat sanksi hukuman terhadap pihak yang melanggarnya. 

Menurut R. La Porta bentuk perlindungan hukum yang diberi oleh negara 

mempunyai dua sifat, yaitu memiliki sifat pencegahan (prohibited) dan hukuman 

(sanction). Wujud perlindungan hukum yag secara konkrit terdapatnya institusi-

institusi penegak hukum yaitu pengadilan, kepolisian, kejaksaan dan lembaga 

penyelesaian sengketa diluar pengadilan. Ini berkaitan dengan makna hukum 

menurut Soedjono Dirdjosisworo yang mengatakan hukum mempunyai arti yang 
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beragam pada masyarakat, yang mana salah satu yang paling fakta dari arti hukum 

yaitu terdapat institusi-institusi penegak hukum.  

Perlindungan hukum sangat berhubungan dengan aspek keadilan. Hal ini 

membuat perlindungan hukum salah satu medium dalam menegakkan keadilan. 

Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum adalah suatu kegiatan guna 

menjaga atau memelihara suatu masyarakat untuk mencapai keadilan. Lalu 

perlindungan hukum dikontruksikan dalam bentuk pelayanan, dan sebagai subjek 

yang dilindungi. (Salim HS, 2013, p. 261) 

 Manusia tidak akan pernah lepas dari hak dan kewajiban, jadi hal ini 

membuat manusia sebagai subyek hukum baik pada relasinya dengan sesama 

individu ataupun disekitar areanya. Muchsin berkata saat melakukan ketentraman, 

ketertiban yang ada pada martabat manusia, maka dari itu Muchsin mengatakan 

tentang perlindungan hukum yakni : 

a. Perlindungan Hukum Preventif 

Bentuk perlindungan hukum ini yaitu pemerintah dengan penuh memberi 

perlindungan yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah sebelum ada 

pelanggaran. 

 

b. Perlindungan Hukum Represif  

Bentuk dari perlindungan hukum ini yaitu memberi akibat-akibat dari 

pelanggaran yang terjadi seperti adanya sanksi, denda jika terdapat suatu 

pelanggaran.  
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 Penegakan keadilan semestinya dengan pemikiran yang benar diikuti 

dengan alat bukti yang baik untuk menciptakan keadilan hukum dengan isi hukum 

itu dilandaskan dengan suatu keyakinan supaya dapat mengetahui suatu perkara 

sudah adil atau belum. Hukum mempunyai manfaat untuk perlindungan pada 

kepentingan-kepentingan manusia, agar dapat dilindungi oleh hukum yang 

dilaksanakan secara transparan, juga pelaksanaannya secara damai.  

 Hukum tertulis maupun tidak tertulis pada dasarnya mempunyai aturan 

yang bersifat umum, hal ini dapat digunakan sebagai landasan dalam setiap 

individu saat bertindak didalam masyarakat. Peraturan ini sesuai dengan kepastian 

hukum yang ada. Kepastian tidak hanya berasal dari pasal pada undang-undang, 

namun terdapat konsistensi pada putusan hakim yang satu dengan lainnya pada 

kasus yang sama sudah diputuskan. (Marzuki, 2008, p. 157-158) 

 Prinsip-prinsip perlindungan ini setiap negara saat melakukannya 

berdasarkan ideologi suatu negara. Perbuatan atau usaha dalam melaksanakan 

perlindungan kepada masyarakat dari tindakan yang tidak menyenangkan atau 

tidak sesuai dengan hukum berlaku, maka dari itu dengan perlindungan ini untuk 

mempermudah masyarakat mendapatkan hal pada kepentingannya. 

 

E. Kerangka Operasional  

Kerangka Operasional adalah kerangka yang menjelaskan mengenai ikatan 

antara konsep – konsep yang hendak diteliti. Dengan hal ini konsep – konsep yang 

penulis hendak jadikan pedoman operasional dalam pengumpulan pengelolaan, 

analisis dan kontruksi data yaitu : 
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Perlindungan konsumen merupakan seluruh asas – asas dan kaidah – 

kaidah hukum yang didalamnya mengurus ikatan dan persoalan antara pihak satu 

dengan pihak yang lain berhubungan dengan barang dan/atau jasa konsumen 

dalam kehidupan. 

Pemegang polis adalah pihak yang mempunyai suatu wewenang dalam 

memegang polis yang disetujui. Asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak, 

antara pihak perusahaan asuransi dengan  pihak pemegang polis, yang mana 

tertanggung yaitu pemegang polis mempunyai kewajiban untuk membayar premi 

kepada penanggung, dan penanggung mempunyai kewajiban untuk memberi 

jaminan seutuhnya sama terhadap yang tercantum dalam polis. Asuransi adalah 

alat sosial yang dipakai sekelompok orang untuk bekerja sama memeratakan 

kerugian akibat kematian sebelum waktunya. (Ali, 1993, p. 75) 

Proteksi Extra Income Platinum merupakan program investasi 5 tahun, 

yang dipakai sebagai proteksi yang memiliki beberapa manfaat. PT. Asuransi 

Jiwasraya (Persero) merupakan badan usaha milik negara yang bergerak pada 

sektor asuransi, khususnya asuransi jiwa. 

 Penolakan klaim adalah akibat yang didapatkan tertanggung karena ada 

beberapa faktor yang mengakibatkan tidak dapat melakukan klaim pada 

perusahaan asuransi, seperti polis tidak aktif, klaim termasuk dalam daftar 

pengecualian, terdapat pelanggaran hukum, terlambat dalam mengajukan klaim, 

juga dokumen tidak lengkap. Hal ini membuat tertanggung tidak dapat menerima 

manfaat asuransinya. 
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F. Metode Penelitian 

Metode Penelitian pada dasarnya adalah suatu cara yang dipakai guna 

memperoleh pengetahuan yang baik lewat tahap-tahap tertentu secara sistematis 

(Syafrinaldi, 2017, p. 12).  

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yaitu sebagai 

berikut : 

1. Jenis dan Sifat Penelitian  

Penelitian ini dapat diperhatikan dari kategorinya termasuk penelitian 

hukum observasi (observational research), yaitu melaksanakan survei 

dengan wawancara langsung di kantor PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru 

(Persero).  Jika dilihat dari sifatnya, penelitian ini memiliki sifat 

deskripstif, yaitu gambaran dengan jelas dan secara tersusun.  

2. Lokasi Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Pekanbaru tepatnya di PT Asuransi 

Jiwasraya (Persero) yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman No. 341, 

Sumahilang, Kec. Pekanbaru Kota, Kota Pekanbary, Riau dengan 

mempunyai alasan dalam kemudahan memperoleh data-data yang 

dibutuhkan pada penelitian ini. 

3. Populasi dan Responden 

Populasi adalah jumlah keseluruhan dari obyek yang hendak diteliti yang 

memiliki karakter yang sama. Responden yaitu sebagian dari populasi 

yang berhubungan dengan data yang diperlukan. Teknik yang dipakai pada 

penelitian ini adalah wawancara yang mana populasinya relatif kecil, hal 
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ini membuat peneliti memperoleh data secara keseluruhan. Yang menjadi 

populasi dan responen pada penelitian ini yaitu : 

a. Nasabah PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), Kantor Wilayah 

Pekanbaru. 

b. Kepala Bagian Pertanggungan PT. Asuransi Jiwasraya (Persero), 

Kantor Wilayah Pekanbaru. 

Tabel I.I 

Populasi dan Responden 

No Unit Populasi Populasi Sampel Persentasi 

1. Kepala Bagian 

Pertanggungan PT. 

Asuransi Jiwasraya 

(Persero), Kantor Wilayah 

Pekanbaru 

1 1 100% 

2. Tertanggung yang 

mendapat penolakan klaim 

akibat menyembunyikan 

riwayat penyakit 

6 6 100% 

Jumlah  7 orang  

Sumber : Data lapangan bulan September 2019 s/d Agustus 2020 
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4. Data dan Sumber Data 

a. Data 

Data yang dikumpulkan pada penelitian ini dilihat dari jenisnya yaitu : 

1) Data Primer 

Merupakan data yang didapatkan langsung dari responden dengan 

teknik wawancara 

2) Data Sekunder 

Yaitu data yang diterima berupa undang – undang, buku – buku, 

jurnal, dan peraturan – peraturan mengenai Perjanjian Asuransi 

b. Sumber Data 

Yaitu observasi yang mana penulisan menggunakan pengamatan 

langsung pada obyek yang akan diteliti, ini dilakukan untuk 

mengumpulkan data yang diperlukan dalam penelitian penulis. 

5. Alat Pengumpul Data 

Pengumpulan data dari narasumber yang dilaksanakan dengan 

menggunakan pedoman wawancara yang dilaksanakan dengan cara 

penulis membuat tanya jawab secara langsung terhadap yang menjadi 

responden yaitu karyawan PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru.  

6. Analisis Data 

Data yang telah didapatkan dari hasil wawancara dijelaskan dengan bentuk 

uraian kalimat dengan gambaran secara deskriptif, kemudian akan 

dilaksanakan pembahasan sesuai dengan literatur dengan peraturan 

perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini. 
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7. Metode Penarikan Kesimpulan 

Dalam penelitian ini metode penarikan kesimpulan dilakukan cara 

deduktif yakni cara penarikan kesimpulan dari hal-hal yang umum 

terhadap hal-hal yang khusus. Bersifat umum mempunyai arti mempunyai 

makna dan cakupan penggunaan yang lebih luas. Sedangkan bersifat 

khusus mempunyai arti berupa kata-kata yang ruang lingkup dan cakupan 

dari maknanya lebih sempit. 
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BAB II 

TINJAUAN UMUM 

 

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Asuransi 

1. Pengertian Perjanjian 

Perjanjian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti persetujuan 

yang dibentuk para pihak yang mana akan berjanji dan menuruti apa yang mereka 

cantumkan dalam perjanjian tersebut. Pada Kitab Undang-Undang Hukum 

Perdata diatur tentang perjanjian asuransi jiwa pada buku ke-III mengenai 

perikatan. Batasan tentang perjanjian diatur didalam Pasal 1313 Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata, bahwa : “Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan 

dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau 

lebih”.  

Pasal 1313 KUH Perdata mempunyai makna yaitu suatu perjanjian yang 

menimbulkan perikatan, mempunyai arti yakni perjanjian adalah sumber dari 

perikatan. Akan tetapi pasal ini mempunyai beberapa kelamahan, yaitu : 

a) Hanya menyangkut satu pihak saja, pada kata kerja “mengikatkan” bersifat 

datang dari satu pihak saja, bukan dari kedua belah pihak. Yang seharusnya 

adalah “saling mengikatkan diri” supaya ada konsensus antara para pihak. 

b) Arti perjanjian terlalu luas, disebabkan mencakup perjanjian kawin yang 

diatur pada hukum keluarga. 
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c) Kata Perbuatan berkaitan juga tanpa konsensus, perbuatan dapat termasuk 

tindakan menjalankan tugas tanpa kuasa, seharusnya digunakan kata 

“persetujuan”. 

d) Tidak ada menyebut tujuan, pada perjanjian harusnya secara jelas disebutkan 

untuk apa perjanjian dibuat, agar dapat mencerminkan yang dimaksud dengan 

perjanjian. 

Subekti mengatakan suatu perjanjian adalah suatu peristiwa yang mana 

sesorang berjanji kepada yang lain atau yang mana dua orang itu berjanji untuk 

melakukan sesuatu. Berdasarkan hal tersebut muncul hubungan yang disebut 

sebagai perikatan. Didalam bentuknya, perjanjian merupakan rangkaian perkataan 

yang mengandung janji – janji atau kesanggupan yang disampaikan atau ditulis. 

(Subekti, 2014, p. 1).  

Perjanjian dapat dikatakan yaitu suatu kontrak antara dua orang ataupun 

lebih yang mana saling mengikatkan diri dalam melaksanakan suatu hal yang 

berhubungan dengan harta kekayaan dan lainnya. Menurut Sudikno Mertokusumo 

menyatakan bahwa perjanjian yaitu relasi hukum antara dua pihak juga lebih yang 

berdasarkan kata sepakat supaya terjadinya akibat hukum. Herlien Budiono 

menjelaskan mengenai perjanjian atau merupakan merupakan "Perbuatan hukum 

yang mana dapat menimbulkan, hapusnya hak, berubahnya atau menimbulkan 

suatu hubungan hukum dan dengan demikian, perjanjian atau kontrak akan 

menimbulkan akibat hukum yang hal tersebut adalah tujuan para pihak. Apabila 

suatu perbuatan hukum merupakan suatu kontrak atau perjanjian, individu-

individu yang melakukan tindakan hukum disebut sebagai pihak-pihak".  
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Handri Raharjo menyatakan perjanjian merupakan hubungan hukum 

dalam bidang harta kekayaan yang didasarkan pada kata sepakat antara subjek 

hukum yang satu dengan yang lainnya, dan diantara mereka (para pihak/subjek 

hukum) saling mengikatkan dirinya sehingga subjek hukum yang satu berhak atas 

prestasi dan subjek hukum yang lain berkewajiban melaksanakan prestasinya 

tersebut sesuai dengan kesepakatan yang sudah disepakati para pihak tersebut 

serta menimbulkan suatu akibat hukum. 

J. Satrio mengungkapkan bahwa kata sepakat sebagai persesuaian kehendak 

antara dua individu yang mana dua kehendak saling bertemu dan kehendak tersebut 

harus dinyatakan. Pernyataan kehendak haruslah pernyataan yang mana ia 

menghendaki timbulnya suatu hubungan hukum. Maka dari itu adanya kehendak saja 

belum melahirkan suatu perjanjian atau kontrak disebabkan kehendak tersebut harus 

disampaikan, haruslah nyata pada yang lain dan harus dapat dimengerti pihak lain. 

2. Syarat Sah Perjanjian Asuransi 

Syarat – syarat sah dari perjanjian diatur didalam pasal 1320 Kitab 

Undang – Undang Hukum Perdata, antara lain : 

a) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya 

Kesepakatan adalah kesesuaian dari kehendak para pihak tertanggung 

dan penanggung tentang pokok – pokok perjanjian yang telah dibuat. 

Yang mana pokok – pokok perjanjian tersebut berupa obyek perjanjian 

juga syarat – syarat perjanjian. Kesepakatan diantara pihak 

tertanggung dan penanggung dibuat dengan bebas, yang berarti tidak 

dibawah tekanan, pengaruh, atau paksaan pihak tertentu. Sepakat juga 
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memiliki arti kedua pihak secara bersama-sama setuju dengan hal-hal 

yang diatur pada perjanjian yang mengikat kedua pihak. 

b) Kecakapan dalam membuat suatu perikatan 

Syarat kecakapan ini harus dibuat secara jelas oleh para pihak didalam 

membuat suatu perikatan. Pasal 1330 Kitab Undang – Undang Hukum 

Perdata memberi batasan kepada orang – orang yang dianggap tidak 

cakap dalam membuat perjanjian, yaitu : 

1) Orang – orang yang belum dewasa; 

2) Mereka yang di bawah pengampuan; 

3) Orang – orang perempuan, dalam hal yang ditetapkan oleh undang 

– undang, dan umumnya semua orang kepada siapa undang –

undang  melarang membuat perjanjian tertentu. Orang – orang ini 

jika melaksanakan perbuatan hukum harus diwakili wali nya, dan 

bagi isteri atas ijin suaminya. 

Yakni yang cakap atau yang diperbolehkan oleh hukum untuk 

membuat perjanjian adalah orang yang telah dewasa, yakni telah 

berumur 21 tahun dan tidak dalam pengampuan. 

c) Suatu hal tertentu 

Suatu hal tertentu yaitu objek yang diperjanjikan haruslah dengan jelas 

dan benar, jenis atau bentuk barangnya. Subekti berpendapat bahwa 

suatu perjanjian haruslah tentang hal tertentu, yang mana apa yang 

diperjanjikan hak – hak dan kewajiban oleh para pihak saat timbul 

perselisihan (Subekti, Hukum Perjanjian,  2014).  
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d) Suatu sebab yang halal 

Sebab merupakan sesuatu yang membuat seseorang membuat 

perjanjian. Menurut pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum 

Perdata yang dimaksud dengan sebab bukanlah sebab yang terdapat 

arti menyebabkan atau mendorong seseorang membuat suatu 

perjanjian, tetapi sebab yang memiliki arti “isi perjanjian itu sendiri”, 

yang mana mengandung tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. 

Yang dimaksud dengan sebab yang halal yaitu isi perjanjian asuransi 

tersebut tidak dilarang undang-undang, tidak bertentangan pada 

ketertiban umum, juga tidak bertentangan dengan kesusilaan dan 

hukum.  

 Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang menyatakan bahwa syarat 

sah dari perjanjian asuransi yaitu membayar iuran sejumlah premi, dan memiliki 

kewajiban memperoleh pemberitahuan yang dinyatakan pada pasal 251 Kitab 

Undang-Undang Hukum Dagang dengan adanya kesepakatan, yakni terdapat 

pokok-pokok pada kesepakatan tersebut : 

1) Syarat khusus dari perjanjian asuransi 

2) Pengalihan risiko disesuaikan dengan jumlah premi yang akan dibayarkan 

3) Evenemen, yaitu kondisi yang menurut manusia tidak bisa diperkirakan 

atau bahkan tidak bisa diketahui. 

4) Objek asuransi 

5) Dibuat secara tertulis dengan jelas yang mana disebut dengan polis 
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Perjanjian asuransi dapat dilaksanakan secara langsung atau tidak 

langsung.  Perjanjian asuransi yang dilaksanakan secara langsung yaitu kedua 

pihak yang melakukan perjanjian tanpa dengan perantara. Sedangkan perjanjian 

asuransi yang dilaksanakan dengan tidak langsung yaitu kedua belah pihak yang 

melaksanakan perjanjian asuransi dengan jasa perantara. Antara pihak tertanggung 

dan penanggung memiliki kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum 

yang terdapat dalam undang-undang dan tidak boleh melanggar undang-undang.  

Kewenangan berbuat dapat terbagi dalam dua bentuk sifat yakni subjektif 

dan objektif. Kewenangan subjektif yaitu kedua belah pihak wajib sudah dewasa, 

sedangkan kewenangan objektif merupakan suatu objek yang hendak 

diasuransikan haruslah mempunyai hubungan secara sah dengan pihak 

tertanggung. Objek tertentuyang dimaksud yaitu suatu objek asuransi yang hendak 

diasuransikan, ada terdapat banyak objek yang dapat diasuransikan seperti harta 

kekayaan, jiwa, kendaraan dan lain sebagainya yang penting dijaga oleh manusia.  

Objek dalam suatu perjanjian asuransi yaitu bisa berupa harta kekayaan 

dan kepentingan yang terdapat dalam harta kekayaan, juga bisa berupa jiwa atau 

raga manusia. Yang mengansuransikan objek adalah pihak tertanggung, dan harus 

memiliki hubungan langsung atau tidak langsung terhadap objek asuransi tersebut. 

Memiliki hubungan langsung jika tertanggung memiliki sendiri harta kekayaan, 

jiwa atau raga yang menjadi objek dari asuransi. Sedangkan dikatakan hubungan 

tidak langsung jika pihak tertanggung hanya memiliki kepentingan atas objek 

asuransi. 
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Salah satu dari teori ilmu hukum yang dikenal pada hukum asuransi yaitu 

teori objektivitas, yaitu setiap asuransi harus memiliki objek tertentu. Sifat dari 

objek asuransi mungkin bisa menjadi sebab timbulnya suatu kerugian. Pada teori 

ini pihak penanggung dilindungi dari tindakan pihak tertanggung yang tidak jujur. 

Sebaliknya, pihak tertanggung terus dimotivasi untuk bertindak dengan jujur dan 

berhati-hati dalam melaksanakan pemberitahuan sifat objek asuransi terhadap 

penanggung. Hal ini juga mengarahkan tertanggung dan penanggung 

melaksanakan perjanjian asuransi yang dilandasi oleh asas kebebasan kontrak 

yang adil (fair).  

Membahas tentang kausa yang halal yaitu setiap isi dari perjanjian yang 

dilaksanakan tidak bisa melanggar undang-undang yang mengaturnya, dan tidak 

bertentangan dengan ketertiban umum maupun terkait kesusilaan, kausa yang 

halal yaitu terwujudnya tujuan yang hendak dicapai antara pihak penanggung dan 

pihak tertanggung, tujuannya yaitu terdapatnya pengalihan risiko atas objek yang 

telah diasuransikan disertai dengan melakukan pembayaran sejumlah premi. Jika 

pihak tertanggung telah membayar sejumlah premi yang telah ditentukan maka 

dapat menerima pengalihan risiko. Tetapi jika pihak tertanggung tidak melakukan 

pembayaran premi maka risiko tidak dapat beralih.  

Terdapatnya pemberitahuan pada perjanjian asuransi mempunyai tujuan 

untuk pihak penanggung memiliki hak menerima informasi atau keterangan 

dengan benar tentang kondisi objek yang hendak diasuransikan. Oleh sebab itu 

pihak tertanggung haruslah memberi informasi secara jujur mengenai kondisi 

riwayat dan kesehatan pihak tertanggung, tetapi jika pihak tertanggung tidak 
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memberi informasi dengan jujur dan benar maka mempunyai akibat asuransinya 

dapat menjadi batal.  

Pihak tertanggung wajib memberitahu secara jujur dan jelas terkait sifat 

objek asuransi, juga bagaimana kondisi riwayat dan kesehatan dari pihak 

tertanggung. Jika pihak tertanggung tidak memberitahu informasi yang jujur dan 

benar maka akan mengakibatkan perjanjian asuransi tersebut dapat menjadi batal. 

Kewajiban ini dilaksanakan saat membuat asuransi. Pada pasal 251 KUHD, 

seluruh pemberitahuan yang salah, atau penyembunyian kondisi yang diketahui 

tertanggung mengenai objek asuransi, mengakibatkan asuransi tersebut batal 

(Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015) 

3. Prinsip Perjanjian Asuransi 

a. Prinsip Kepentingan yang diasuransikan (Insurable Interest) 

Insurable interest dalam prinsip ini adanya hak dalam 

mengasuransikan yang berkaitan dengan keuangan, tetapi antara pihak 

tertanggung dengan yang diasuransikan harus diakui secara hukum. Prinsip 

ini juga diartikan sebagai hak yang sah dimiliki oleh seseorang untuk dapat 

mempertanggungkan kepentingan keuangannya terhadap objek dari 

pertanggungan. Jadi jika suatu saat terjadi peristiwa merugikan yang  

menimpa objek dari pertanggungan, pihak tertanggung akan mengalami 

kerugian dalam keuangannya (Sendra, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa 

Unit-Link, 2004, p. 88) 

Ketentuan ini mensyaratkan adanya kepentingan didalam membuat 

perjanjian asuransi dengan akibat batalnya suatu perjanjian jika tidak 
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dipenuhi. Hal ini alasannya disebabkan penanggung tidak diwajibkan 

memberi ganti rugi (Suparman, Hukum Asuransi, 2010, p. 55). Dapat 

dikatakan bahwa asuransi terhadap kehidupan seseorang tidak sah jika 

tertanggung atau pemegang polis tidak memiliki “insurable interest” atas 

kehidupan dari seseorang yang menjadi objek dari pertanggungan. 

b. Prinsip Indemnitas (Indemnity) 

Dengan perjanjian asuransi penanggung memberi suatu proteksi 

kemungkinan kerugian ekonomi yang akan dialami tertanggung. Pihak 

penanggung memberi proteksi didalam bentuk kemampuan  untuk 

memberikan penggantian rugi terhadap pihak tertanggung yang mengalami 

kerugian disebabkan oleh terjadinya kejadian yang tidak pasti (evenement). 

Penggantian dari kerugian dalam asuransi tidak boleh berakibat posisi 

financial dari pihak tertanggung dapat lebih diuntungkan dari posisi saat 

sebelum mengalami kerugian.   

c. Prinsip Itikad Baik (Utmost Good faith) 

Saat melakukan perjanjian asuransi, peran itikad baik sangat memiliki 

arti yang sangat penting. Sesuai dengan Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang – 

Undang Hukum Perdata bahwa suatu perjanjian haruslah dilakukan dengan 

itikad baik.  Pihak penanggung percaya bahwa pihak tertanggung akan 

memberi seluruh keterangannya secara benar. Disisi lain pihak tertanggung 

juga percaya bahwa saat terjadi peristiwa maka pihak penanggung akan 

membayar ganti rugi.  
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Prinsip ini mempunyai tindakan dalam memberikan informasi secara 

benar dengan seluruh fakta yang ada tentang objek yang hendak 

diasuransikan baik diminta atau tidak. Yang memiliki arti pihak tertanggung 

harus menjelaskan secara jujur tentang kondisi suatu objek yang hendak 

dipertanggungkan.  

Menurut Prof. Subekti SH dikatakan bahwa itikad baik menjadi sendi 

yang terpenting hukum perjanjian, jadi dapat disebutkan sebagai landasan 

utama untuk melakukan suatu perjanjian dengan sebaik – baiknya juga 

semestinya. Ketentuan tentang itikad baik dapat dibedakan menjadi 2 macam, 

yakni sebagai berikut : 

1) Itikad baik disaat akan melakukan hubungan hukum atau 

perjanjan. Hal ini adalah perkiraan dari dalam hati para pihak, 

bahwa persyaratan yang dibutuhkan untuk melaksanakan 

hubungan hukum dengan sah menurut hukum telah terpenuhi 

seluruhnya. 

2) Itikad baik saat melakukan hak dan kewajiban yang muncul dari 

hubungan hukum. Hal ini adalah itikad baik disaat melakukan 

perjanjian. Itikad baik dalam hal ini juga ada pada hati manusia. 

Pelaksana dari perjanjian akan mengingat guna mengindahkan 

norma – norma keputusan dan keadilan, dengan cara menjauhkan 

diri dari tindakan yang bisa saja akan menimbulkan kerugian 

kepada pihak lain (Sendra, Konsep dan Penerapan Asuransi Jiwa 

Unit-Link, 2004, p. 88) 
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Jika suatu perjanjian tidak memiliki itikad baik maka akan timbul 

berbagai permasalahan yang mengakibatkan kepada suatu perjanjian. Seperti 

yang ada didalam Pasal 251 Kitab Undang –Undang Hukum Dagang bahwa 

“Semua keterangan yang keliru atau tidak benar atau menyembunyikan 

kondisi yang telah diketahui pihak tertanggung, walaupun dilaksanakan 

dengan itikad baik, sehingga perjanjian tersebut tidak akan dilakukan, atau 

tidak akan dilakukan dengan syarat – syarat yang sama, jika pihak 

penanggung mengetahui kondisi yang sebenarnya dari seluruhnya hal 

tersebut, maka akan membuat pertanggungan tersebut batal.”. 

d. Prinsip Subrogasi (Subrogation) 

Subrogasi asuransi ini hanya dapat berlaku bagi asuransi kerugian 

saja. Subrogasi berlaku jika ada dua faktor, yaitu : 

1) Jika tertanggung disamping memiliki hak – hak kepada 

penanggung juga memiliki hak – hak kepada pihak ketiga. 

2) Hak – hak tersebut merupakan karna adanya kerugian. (Suparman, 

Hukum Asuransi, 2010, p. 60). 

Prinsip subrogasi berhubungan dengan suatu kondisi yang mana 

kerugian yang terjadi pada tertanggung adalah akibat dari kesalahan pihak 

ketiga (orang lain). Dalam hal ini tertanggung haruslah memilih salah satu 

sebagai sumber penggantian kerugian dari pihak ketiga atau dari pihak 

perusahaan asuransi. Jika pihak tertanggung telah menerima ganti rugi dari 

pihak ketiga, maka sudah seharusnya tertanggung tidak akan memperoleh 

ganti rugi dari pihak asuransi (kecuali jika jumlah ganti rugi dari pihak ketiga 
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tidak sepenuhnya atas kerugian yang dialami). Demikian juga jika pihak 

tertanggung telah memperoleh penggantian dari pihak asuransi, ia tidak dapat 

lagi menuntut pihak ketiga, dikarenakan hak untuk menuntut pada pihak 

ketiga yang telah bersalah sudah diserahkan pada pihak perusahaan asuransi, 

yang mana perusahaan asuransi akan menuntut ganti rugi pada pihak ketiga. 

 

e. Prinsip Kontribusi (Contribution) 

Jika seseorang pihak tertanggung menutup asuransi terhadap benda 

yang sama dan risiko yang sama untuk lebih seorang penanggung didalam 

polis yang berlainan akan menjadi asuransi berganda (double insurance). Jika 

hal ini terjadi, maka masing – masing dari pihak penanggung tersebut 

berdasarkan imbangan dari jumlah kepada mana mereka menandatangani 

polis, memikul hanya terhadap harga yang seharusnya dari kerugian yang 

dialami oleh pihak tertanggung. 

Prinsip ini memperbolehkan pihak penanggung yaitu perusahaan 

asuransi meminta penanggung lainnya ikut dalam bertanggung jawab dalam 

membayar klaim asuransi. Hal ini memungkinkan untuk memperoleh klaim 

secara penuh dari satu perusahaan asuransi. Dalam hal ini maka kerugian akan 

ditanggung secara bersama-sama sesuai kewajiban dari masing-masing pihak 

penanggung. Prinsip ini berlaku untuk perjanjian asuransi yang bersifat 

indemnitas. 
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f. Proximate Cause 

Prinsip ini menjelaskan yaitu suatu penyebab aktif yang mempunyai 

akibat peristiwa yang mengakibatkan kejadian tanpa memiliki intervensi yang 

mulai dan dengan aktif dari sumber yang baru. Dari seluruh prinsip diatas 

hanya prinsip indemnitas yang tidak dapat digunakan pada asuransi jiwa 

karena jiwa seseorang tidak bisa diperhitungkan dan tidak dapat ternilai 

harganya. 

 Hal ini juga berhubungan dengan penyebab utama dari suatu 

kejadian yang mengakibatkan kerugian pada tertanggung. Mengarah pada 

prinsip ini, pihak perusahaan asuransi hanya menanggung kerugian jika 

kejadian tersebut dikarenakan oleh penyebabyang telah diatur pada polis. 

Ganti rugi oleh perusahaan asuransi hanya dibayarkan jika kejadian tersebut 

yang efisien atau yang dominan menimbulkan adanya kerugian tersebut 

termasuk dalam jaminan polis asuransi yang bersangkutan. Sering terjadi ada 

dua kejadian yang berlangsung dengan bersamaan, secara independen (tidak 

berkaitan) yang menimbulkan kerugian. Jika ada salah satu peristiwa atau 

kejadian yang dikecualikan polis yang berkaitan dan jumlah kerugian tidak 

bisa dipisahkan, maka dari itu kerugian yang terjadi tersebut tidak dijamin 

dalam asuransi. Tetapi apabila dapat dipisahkan, maka hanya yang tidak 

dikecualikan yang akan dijamin asuransi. 
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B. Tinjauan Tentang Asuransi Jiwa 

1. Pengertian Asuransi Jiwa 

Kehidupan manusia tidak akan diketahui peristiwa-peristiwa yang hendak 

terjadi kedepannya, yang mana hal ini dapat menimbulkan risiko seperti karena 

meninggal, usia tua, kecelakaan, dan lainnya (Sastrawidjaja M, 2012, p.6). Agar 

dapat menghindari risiko pada jiwa seseorang atau supaya untuk mengalihkan 

risiko tersebut dapat dengan cara bekerja sama dengan perusahaan asuransi. 

Asuransi jiwa memiliki pengertian yaitu asuransi yang memiliki tujuan 

menanggung orang pada kerugian finansial tidak terduga yang dikarenakan 

meninggalnya terlalu cepat atau hidup yang terlalu lama. Dessy Danartti 

menyatakan bahwa “Semua perusahaan asuransi jiwa mempunyai jasa dalam 

penanggulangan atau pencegahan risiko yang berhubungan dengan kehidupan dan 

meninggalnya seseorang yang akan dipertanggungkan. 

Asuransi jiwa juga merupakan sebuah layanan asuransi yang dipakai untuk 

upaya perlindungan terhadap timbulnya kerugian pada finansial atau hilangnya 

pendapatan seseorang atau keluarga akibat terdapatnya kematian anggota keluarga 

dari pihak tertanggung yang mana biasanya sebagai sumber nafkah pada keluarga 

tersebut. Suatu langkah yang tepat apabila mengikuti asuransi jiwa untuk memberi 

risiko tersebut pada suatu perusahaan asuransi.  

Dalam asuransi jiwa akan tercipta hak dan kewajiban antara pihak 

tertanggung dan pihak penanggung. Menggunakan asuransi jiwa juga memiliki 

manfaat seperti membuat pikiran tenang, menjamin pendidik anak, dan 

menabung. Setiap orang mempunyai pertimbangan khusus tentang waktu yang 
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sesuai untuk mempunyai asuransi jiwa. Beberapa menggunakan asuransi saat 

setelah menikah atau memulai sebuah keluarga, namun ada juga yang mempunyai 

asuransi jiwa saat sebelum menikah atau sebelum berkeluarga. 

Pertanggungan jiwa memiliki pengertian bahwa suatu perjanjian timbal 

balik yang dilaksanakan antara pihak penanggung dan pihak tertanggung asuransi. 

Pada hal ini pihak tertanggung asuransi diwajibkan untuk mengikatkan diri 

melalui dengan membayar premi, sesudah itu maka pihak penanggung juga 

diwajibkan untuk menanggung risiko akibat meninggalnya pihak tertanggung. 

2. Fungsi Asuransi Jiwa 

Risiko pasti ada dalam setiap kehidupan manusia, oleh karena itu 

diperlukan sesuatu untuk menghadapi risiko tersebut, yaitu dapat dialihkan pada 

perusahaan asuransi terkhusus asuransi jiwa. Pihak perusahaan asuransi jiwa juga 

dapat sebagai investor dari suatu tabungan dalam melakukan investasi secara 

produktif. Fungsi asuransi jiwa yang paling utama yaitu untuk melindungi pihak 

tertanggung dari berbagai risiko atau musibah yang bisa saja terjadi pada masa 

depan. Produk asuransi jiwa juga bisa memberikan perlindungan dari risiko cacat 

sebagian atau cacat total permanen, selain dari proteksi risiko meninggal dunia.  

Asuransi jiwa memiliki peran penting dalam memastikan kelangsungan 

hidup anggota keluarga lainnya jika kepala keluarga tidak lagi mempunyai mata 

pencaharian. Hal ini pastinya dapat menolong memberikan kepastian dalam 

mempersiapkan masa depan keluarga, misalnya pendidikan anak dan kehidupan 

keluarga secara finansial untuk ke depannya yang lebih terlindungi, juga salah 

satu komponen yang penting untuk melaksanakan perencanaan keuangan keluarga 
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secara sehat. Hal ini tentunya dapat membuat keuangan menjadi hemat dan 

bijaksana dalam mengelola keuangan. 

Asuransi jiwa memberikan perasaan yang aman dan tenang tentang yang 

akan terjadi kedepannya karena pihak perusahaan asuransi yang akan 

menanggung jika mengalami kerugian finansial. Media investasi yaitu memberi 

santunan yang diberikan pada ahli waris jika pihak tertanggung tetap hidup 

sampai usia yang telah ditentukan dalam masa pertanggung yang dibuat. Lain 

halnya media proteksi memberi sebuah santunan pada ahli waris jika tertanggung 

meninggal dunia saat masa pertanggungan. Asuransi dengan jelas memberikan 

banyak manfaat pada pihak tertanggung, jelas bahwa pernyataan tersebut yang 

menjadi manfaat dari pihak tertanggung pada saat mengikuti asuransi, tetapi ada 

kelemahan dari masyarakat yang harus dicegah saat mengikuti asuransi 

disebabkan permasalahan yang sering terjadi yaitu permasalahan mengenai klaim, 

masyarakat memiliki anggapan pihak perusahaan asuransi mempersulit saat 

melakukan pengajuan klaim dan lainnya. 

3.  Berakhirnya perjanjian asuransi jiwa 

Perjanjian asuransi dapat berakhir karena beberapa hal. Yaitu karena 

terjadinya evenement merupakan peristiwa yang tidak akan diketahui kapan 

terjadi dan tidak dapat diperkirakan. Juga dapat diartikan sebagai keadaaan atau 

peristiwa yang mana diperkirakan akan pasti terjadi tetapi tidak dapat diketahui 

dengan pasti kapan hal itu akan terjadi, jika peristiwa tersebut terjadi maka 

menimbulkan kerugian. Apabila hal ini sebelumnya sudah diketahui akan terjadi 
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maka asuransi tidak ada artinya. Pada asuransi evenement biasanya disebut 

sebagai risiko.  

Saat terjadinya suatu evenement maka perusahaan asuransi sebagai pihak 

penanggung harus menanggung risiko yang telah terjadi pada pihak tertanggung. 

Risiko yang ditanggung oleh perusahaan asuransi yaitu kerugian yang biasanya 

sering terjadi pada manusia, seperti meninggal dunia, kecelakaan, usia menua dan 

lainnya. Hal ini juga tergantung pada jenis asuransi apa yang diadakan. Oleh 

karena itu, pihak penanggung dan tertanggung yang menentukan pada asuransi 

dan harus dicantum secara tegas dan jelas dalam polis.  

Penanggung hanya terikat terhadap evenemen yang sudah dicantum dalam 

polis. Apabila tidak adanya pembatasan, maka akan sangat berat bagi pihak 

penanggung yaitu perusahaan asuransi. Pada asuransi jiwa, meninggalnya 

tertanggung merupakan satu-satunya evenement yang mana hal ini menjadi beban 

pihak penanggung. Jika pada masa waktu yang diperjanjikan terjadi kejadian atau 

peristiwa tertanggung meninggal dunia, maka penanggung memiliki kewajiban 

membayar uang santunan kepada ahli waris sebagai penerima manfaat yang telah 

dipilih tertanggung. Dan pada saat itu akan berakhirnya asuransi jiwa tersebut. 

(Muhammad, Hukum Asuransi, 2015).  

Asuransi jiwa dapat berakhir apabila pertanggungan tersebut dihentikan. 

Asuransi berhenti dapat disebabkan karena kesepakatan pihak penanggung dan 

tertanggung. Asuransi jiwa juga dapat berhenti saat penanggung sudah melunasi 

seluruh uang santunan kepada ahli waris yang telah dipilih pihak tertanggung. 

Dengan kata lain asuransi jiwa akan berakhir sesudah evenement terjadi diikuti 
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dengan pelunasan klaim. Masa waktunya telah berakhir pada perjanjian asuransi 

jiwa dengan suatu bentuk perlindungan terhadap seseorang pada kematiannya.  

Saat pihak tertanggung meninggal dunia maka uang santunan sesuai 

dengan yang telah diperjanjikan diawal wajib dibayarkan oleh pihak perusahaan. 

Evenement yang ada pada pihak tertanggung tidak terjadi hingga jangka tenggang 

masa perjanjian asuransi berakhir, maka dari hal tersebut beban risiko pihak 

penanggung akan berakhir. Tetapi pada perjanjian asuransi jiwa biasanya 

ditentukan yaitu pihak penanggung akan mengembalikan jumlah uang pada pihak 

tertanggung, apabila hingga masa asuransi selesai tidak adanya evenement.  

Asuransi dapat gugur jika perjanjian asuransi berakhir disebabkan 

gugurnya perjanjian yang dibuat para pihak dalam menyediakan suatu 

perlindungan terhadap seseorang tersebut, tetapi pada masa dibentuknya 

perjanjian asuransi dan ternyata seseorang tersebut sudah meninggal dunia saat 

itu. Dan hal ini juga dinyatakan pada pasal 306 KUHD “Apabila orang yang 

diasuransikan jiwanya pada saat diadakan asuransi ternyata sudah meninggal, 

maka asuransinya gugur, meskipun tertanggung tidak mengetahui kematian 

tersebut, kecuali jika diperjanjikan lain”. 

Asuransi jiwa juga dapat berakhir dengan dibatalkan yaitu disebabkan 

adanya  pembatalan saat sebelum masa waktunya berakhir. Asuransi dapat 

dibatalkan sebelum membayar premi atau sesudah membayar premi. Pembatalan 

perjanjian asuransi jiwa bisa terjadi disebabkan pihak tertanggung tidak lagi 

melanjutkan pembayaran premi yang mana sesuai dalam perjanjian atau 
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dikarenakan dari permohonan atau permintaan pihak tertanggung tersebut. 

(Muhammad, Hukum Asuransi Indonesia, 2015, p.203).  

 

4. Polis Asuransi 

Polis asuransi merupakan dokumen legal yang mana mengikat pemegang 

polis dan perusahaan asuransi pada suatu perjanjian atau kontrak. Pada polis 

dinyatakan seluruh syarat, hak, dan kewajiban dari masing-masing pihak, baik 

pihak tertanggung maupun penanggung, juga ketentuan prinsip kerja asuransi 

yang akan berjalan. Secara tidak langsung polis dapat menjadi bukti suatu 

perjanjian antara pihak tertanggung dan penanggung yang sah dan telah terikat 

pada tanggung jawab yang sudah disepakati. 

Polis tersebut akan dibuat oleh pihak perusahaan asuransi jika telah 

mendapat persetujuan dari pihak tertanggung dan penanggung. Polis yang akan 

dibuat harus memenuhi syarat juga ketentuan yang telah diatur dalam undang-

undang agar hal ini tidak merugikan seluruh pihak yang terlibat dalam polis. 

Mengenai polis yang tertuang dalam KUHD memberikan pengecualian-

pengecualian pada perjanjian asuransi jiwa.  

Otoritas Jasa Keuangan juga mengatur mengenai isi polis, yaitu pada pasal 

11 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 mengatur tentang 

produk asuransi dan tentang pemasaran produk-produk asuransi, yang mana 

memberi aturan pada isi polis asuransi setidaknya harus dimiliki dalam polis : 

a. Kapan pertanggungan berlaku 

b. Penjelasan mengenai manfaat yang nantinya diperjanjikan 
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c. Tata cara dalam melakukan pembayaran premi 

d. Waktu tenggang pembayaran premi 

e. Kurs yang akan dipakai pada polis asuransi dengan mata uang asing 

apabila pembayaran pada premi dan manfaat tersebut dihubungkan 

dengan mata uang rupiah 

f. Menentukan waktu yang telah diakui untuk saat diterimanya 

pembayaran premi atau kontribusi 

g. Adanya kebijakan dari perusahaan yang ditentukan jika pembayaran 

premi yang dilaksanakan melebihi jangka waktu yang sudah disepakati 

h. Periode waktu suatu perusahaan tidak dapat melakukan peninjauan 

ulang keabsahan suatu kontrak asuransi untuk produk asuransi jangka 

panjang 

i. Terdapat tabel nilai tunai, pada produk asuransi yang hendak 

dipasarkan perusahaan asuransi jiwa yang terdapat nilai tunai 

j. Membuat perhitungan dividen dalam polis asuransi, bagi produk 

asuransi yang sudah dipasarkan perusahaan asuransi jiwa yang mana 

menjanjikan dividen polis asuransi atau sejenisnya 

k. Terdapat klausula penghentian pertanggungan dari pihak perusahaan 

juga dari pihak pemegang polis, tertanggung serta seluruh syarat dan 

penyebabnya 

l. Adanya syarat dan tata cara dalam pengajuan klaim, beserta bukti 

pendukung yang sesuai  dan dibutuhkan dalam pengajuan klaim 
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m. Penjelasan tentang tata cara dalam penyelesaian dan dalam 

pembayaran klaim 

n. Adanya klausula untuk penyelesaian perselisihan yaitu mengandung 

mekanisme penyelesaian pada pengadilan ataupun di luar pengadilan 

juga dalam pemilihan tempat kedudukan untuk penyelesaian 

perselisihan 

o. Bahasa yang digunakan sebagai acuan dalam terjadinya sengketa, bagi 

polis asuransi dicetak pada 2 bahasa atau lebih 

Pasal 225 KUHD mengatur ketentuan “Perjanjian asuransi harus 

dilaksanakan secara tertulis dengan bentuk akta yang disebut dengan polis”. Polis 

asuransi juga merupakan bukti yang sangat penting bagi pihak tertanggung dan 

penanggung saat perjanjian asuransi yang dilaksanakan terdapat permasalahan 

antara kedua belah pihak, dan polis ini dapat menjadi dasar dalam melakukan 

penyelesaian permasalahan tersebut dengan melihat sejauh mana para pihak 

menjalankan hak dan kewajibannya sesuai yang tertuang dalam polis. (Sendra, 

2009, p.45) 

Pasal 19 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang 

Penyelenggara Usaha Peransuransian menyatakan “Bentuk perjanjian dengan 

nama apapun dengan lampiran yang mana merupakan kesatuan dengannya, tidak 

dapat mengandung kata-kata, atau kalimat yang bisa membuat penafsiran berbeda 

mengenai risiko yang ditutup asuransinya, kewajiban penanggung, tertanggung, 

atau mempersulit tertanggung dalam mengurus haknya”. 
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Aturan yang telah ada untuk mengatur bagaimana polis asuransi 

diciptakan dan sampai polis tersebut dilakukan juga telah diatur oleh regulator 

yang telah ada. Maka dari itu diharapkan bisa menjawab seluruh keluhan yang 

sering atau yang biasanya terjadi mengenai kegiatan dalam usaha asuransi. 

Keluhan yang sering ada dalam perjanjian asuransi seperti penolakan klaim 

asuransi yang diajukan. Adanya penolakan klaim sering terjadi disebabkan adanya 

perselisihan pada isi polis dengan fakta-fakta materil dari suatu objek 

pertanggungan. 

5. Premi Asuransi 

Premi memiliki pengertian yaitu tanggungan biaya yang akan dibayar oleh 

tertanggung kepada pihak penanggung  digunakan untuk kepentingan ganti rugi 

terhadap apa yang telah dipertanggungkan oleh pihak tertanggung, premi ini 

disusun dari beberapa faktor yaitu : 

a. Memuat jumlah yang dibutuhkan untuk dipakai menjadi pengganti 

pengalihan risiko 

b. Memuat jumlah upah pada perantara 

c. Memuat jumlah yang dibutuhkan dalam penanggulangan risiko yang 

ada karena adanya perikatan 

d. Memuat keuntungan dan kerugian 

Pasal 246 KUHD menyatakan “Bilamana penanggung mengikatkan diri 

terhadap tertanggung disertai dengan penerimaan premi oleh penanggung”. Dapat 

disimpulkan bahwa premi adalah kewajiban yang wajib dibayar oleh tertanggung 

terhadap penanggung sebagai bentuk saling mempunyai keterikatan untuk 
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pengalihan ganti kerugian terhadap pihak penanggung. Tetapi pada pasal 256 ayat 

7 KUHD polis harus menguraikan dengan rinci yang berhubungan premi asuransi. 

Yang mana premi merupakan syarat esensial dalam perjanjian tersebut. 

(Sastrawidjaja, 2003, p.30) 

Jumlah premi yang dibayar pihak tertanggung kepada pihak penanggung 

ditentukan dengan mempertimbangkan atau melihat bagaimana keadaan serta hal-

hal penting yang ada pada tertanggung. Pada hal ini bermacam-macam variasi 

atau bentuk, tergantung pada ketentuan yang dilaksanakan pihak perusahaan 

asuransi yang mana sebagai pihak penanggung. Terdapat beberapa faktor dalam 

menentukan jumlah premi yang akan dilaksanakan perusahaan asuransi, yakni : 

a. Keadaan barang atau objek yang hendak diasuransikan 

b. Jenis objek atau barang yang hendak diasuransikan 

c. Bentuk alat yang dipakai dalam menggunakan barang tersebut untuk 

mengangkat barang yang diasuransikan 

d. Bagaimana cara penyimpanan barang dan juga cara pengaturannya saat 

proses pengangkutan. 

Pembeliaan suatu produk asuransi yang dilakukan pasti berpengaruh pada 

keuangan dari pihak tertanggung, hal ini karena tertanggung akan mempunyai 

suatu kewajiban dengan melakukan pembayaran premi setiap bulannya. Jumlah 

premi berdasarkan pada jenis layanan asuransi yang ditentukan oleh pihak 

tertanggung. Kejadian ini dapat terjadi bertahun-tahun lamanya, disebabkan 

jangka waktu pembayaran premi biasanya cukup lama. Dengan ini pentingnya 

pihak tertanggung melakukan perhitungan persoalan jumlah premi yang hendak 
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dibayarkan, supaya dalam melaksanakan pembelian produk asuransi tidak terjadi 

hal-hal yang mengganggu kondisi keuangan. 

Saat penolakan klaim terjadi membuat kurangnya manfaat yang diterima 

dari pembayaran premi yang dilaksanakan pihak tertanggung. Oleh karena itu 

penting sekali membuat pertimbangan-pertimbangan yang akan berpengaruh saat 

mengajukan klaim terhadap pihak perusahaan asuransi. Pasal 251 KUHD 

menyatakan “Penanggung mempunyai kekuasaan penuh untuk dapat 

membatalkan polis sekalipun preminya telah dibayar dan bahkan objek yang telah 

diasuransikan sudah menderita kerugian, dan pihak penanggung juga telah 

mengetahui adanya data dan keterangan yang diberi tertanggung berbeda dengan 

keadaaan yang sebenarnya  dari objek yang diasuransikan. (Santri, 2018) 

Acuan pada pembagian produk asuransi dilihat dari manfaat suatu produk 

yang ditawarkan juga proteksi yang diberikan pihak tertanggung, produk ini juga 

dibedakan yaitu produk dengan unsur tabungan juga sebaliknya produk yang 

tanpa unsur tabungan. Saat melaksanakan asuransi harus diawali dengan 

pembayaran sejumlah premi,setelah hal tersebut asuransi akan berjalan.  

Saat perjanjian asuransi dibentuk dengan masa waktu yang panjang, maka 

premi yang akan dibayar dapat dilaksanakan setiap periode misalnya premi yang 

dibayar setiap bulannya. Jika saat periode tertentu premi tidak dibayar maka hal 

tersebut dengan otomatis menyatakan bahwa asuransi berhenti. Tetapi apabila saat 

periode tersebut ada penunggakan, maka asuransi masih berjalan, tetapi apabila 

jumlah dari penunggakan tersebut dilakukan pembayaran pada masa waktu yang 

telah disepakati maka asuransi dinyatakan batal. 
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Usaha yang dilaksanakan pada perjanjian asuransi supaya perjanjian 

tersebut tidak batal yang disebabkan tidak melakukan pembayaran premi atau 

terlambat membayar, yaitu biasanya pihak bersangkutan membuat berupa 

klausula dalam polis yaitu “premi dibayar didepan muka (berdasarkan waktu yang 

telah disepakati para pihak)”.  

6. Tujuan Asuransi Jiwa 

Terdapat beberapa bagian dari tujuan dilakukannya asuransi jiwa yakni : 

a. Dari segi masyarakat 

Asuransi Jiwa juga memberi beberapa keuntungan tertentu yang diperoleh 

pada setiap orang atau masyarakat yakni : 

1. Dengan mengikuti asuransi jiwa dapat membuat kita menabung. Hal ini 

karena umumnya memperhatikan pendapatan masyarakat yang relatif 

rendah, oleh sebab itu saat pelaksanaan asuransi jiwa masih beberapa 

masyarakat yang membeli produk-produk asuransi jiwa. Masa 

pertanggungan nasabah asuransi juga dipilih sesuai dengan kebutuhan. 

Jadi, manfaat asuransi dapat difungsikan sebagai sarana menabung dan 

berinvestasi. 

2. Memberi perasaaan aman pada setiap kepala keluarga, yang dimaksud 

yaitu memberikan jaminan seperti, jaminan pendidikan, kesehatan, saat 

kepala keluarga tersebut meninggal dunia. Asuransi mempunyai manfaat 

dalam memberi proteksi dari risiko ketidakpastian dan dipercaya lebih 

mampu meningkatkan rasa percaya diri bagi individu pemegangnya. 
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3. Digunakan sebagai alat penghasilan, tujuan ini berlaku pada negara maju, 

yaitu misalnya seorang individu mempunyai kepentingan dalam 

perusahaan yang mana akan diasuransikan tempat seseorang tersebut 

bekerja. Hal ini perlu dilaksanakan dengan memperhatikan posisi atau 

jabatannya. 

4. Memberikan jaminan sejumlah pengobatan juga memberi jaminan pada 

keturunan apabila yang melakukan asuransi tidak mampu membiayai 

anak-anaknya. 

b. Dari segi pemerintah 

Pada kegiatan dari asuransi dengan berbagai jenis produk yang 

ditawarakan atau dipasarkan oleh pihak perusahaan asuransi, yang paling 

besar digunakan adalah produk asuransi jiwa. Apabila dihubungkan dengan 

peraturan yang diatur oleh pemerintah yakni UU Nomor 19 tahun 1960 

tentang pembagian antara perusahaan-perusahaan yang ada di negara. 

Pembagian kegiatan adalah berikut : 

1) Sektor marketing (perusahaan niaga) 

2) Sektor produksi (pertambangan, perkebunan, lainnya) 

3) Sektor pemberian suatu fasilitias (perusahaan asruansi negara, bank 

pemerintah, perusahaan pelayanan publik) 

Berdasarkan penjelasan diatas bisa disimpulkan perusahaan asuransi 

adalah Lembaga keuangan yang bisa memberi perlengkapan fasilitias untuk 

biaya yang digunakan bagi pembangunan ekonomi, terkhusus negara 

Indonesia. Bisa diakatakan tujuan dari aktivitas usaha asuransi sangat 
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membantu kemajuan ekonomi nasional terkhusus pada bidang asuransi jiwa 

sesuai kenyataan yang ada, dengan memprioritaskan kepentingan yang sesuai 

kebutuhan masyarakat juga kebahagiaan dalam bekerja pada perusahaan agar 

masyarakat merasakan keadilan, spiritual, kemakmuran. (Salim, 2007) 

Tujuan asuransi juga meliputi tujuan pengalihan risiko, tujuan 

pembayaran ganti kerugian, tujuan pembayaran santunan, dan tujuan 

kesejahteraan anggota, berikut penjelasannya : 

a. Tujuan Asuransi yang pertama adalah untuk pengalihan risiko. Dalam 

teori pengalihan risiko, pihak tertanggung menyadari akan adanya 

ancaman bahaya pada harta kekayaan miliknya atau pada jiwanya. 

Apabila suatu saat bahaya tersebut menimpa harta kekayaan atau 

jiwanya, maka ia akan menderita kerugian atau korban jiwa atau cacat 

raga. Pihak tertanggung pada hal ini sebagai pihak yang terancam 

bahaya merasa berat memikul beban risiko yang sewaktu-waktu akan 

bisa terjadi. mengurangi atau menghilangkan beban risiko tersebut, 

tertanggung mengadakan asuransi dengan tujuan mengalihkan risiko 

yang mengancam harta atau jiwanya. Dengan membayar sejumlah 

premi kepada perusahaan asuransi (penanggung), sejak itu pula risiko 

beralih kepada pihak penanggung. Jika sampai berakhirnya jangka 

waktu asuransi tidak terjadi suatu peristiwa yang merugikan, maka 

pihak penanggung beruntung mempunyai dan dapat menikmati premi 

yang sudah diterima dari pihak tertanggung. 
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b. Tujuan asuransi yang berikutnya yaitu pembayaran ganti rugi. Pada hal 

ini terjadi suatu kejadian yang menimbulkan suatu kerugian, maka tidak 

terdapat masalah pada risiko yang ditanggung oleh pihak penanggung. 

Pada praktiknya, bahaya yang mengancam itu tidak selalu akan terjadi. 

Hal ini merupakan suatu kesempatan baik bagi pihak penanggung 

mengumpulkan premi yang dibayar oleh beberapa pihak tertanggung 

yang mengikatkan diri kepadanya. Apabila suatu saat hal itu benar 

terjadi suatu peristiwa yang menimbulkan kerugian, maka pihak 

tertanggung yang berkaitan dibayarkan ganti kerugian seimbang dengan 

jumlah asuransinya. Pada praktiknya, suatu kerugian yang timbul 

tersebut bersifat sebagian, tidak seluruhnya berupa kerugian secara 

total. Maka dari itu, pihak tertanggung melaksanakan asuransi yang 

memiliki tujuan dalam memperoleh pembayaran ganti kerugian yang 

sungguh-sungguh dideritanya. 

c. Tujuan Asuransi yang selanjutnya untuk pembayaran santunan. 

Asuransi kerugian dan juga asuransi jiwa diadakan didasari perjanjian 

bebas (sukarela) antara pihak penanggung dan pihak tertanggung. Akan 

tetapi, undang-undang mengatur asuransi yang memiliki sifat wajib, 

yang mana memiliki arti pihak tertanggung terikat dengan pihak 

penanggung disebabkan perintah undang-undang bukan karena 

perjanjian. Asuransi pada jenis ini biasa disebut asuransi sosial. 

Asuransi sosial memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat dari 

ancaman bahaya kecelakaan yang mempunyai akibat kematian atau 
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cacat tubuh. Dengan membayar sejumlah konstribusi (semacam premi), 

maka pihak tertanggung memiliki hak untuk memperoleh perlindungan 

dari ancaman bahaya. Pihak tertanggung yang membayar konstribusi 

tersebut merupakan pihak yang terikat dalam hubungan hukum tertentu 

yang telah ditetapkan dalam undang-undang, misalnya hubungan kerja. 

Jika mereka mendapatkan suatu musibah kecelakaan pada 

pekerjaannya, mereka (ahli warisnya) akan mendapatkan pembayaran 

santunan dari pihak penanggung BUMN, yang jumlahnya sudah 

ditetapkan dalam undang-undang yaitu untuk memberi perlindungan 

bagi kepentingan masyarakat dan mereka yang terkena musibah diberi 

santunan sejumlah uang. 

 

d. Tujuan asuransi yang terakhir adalah untuk kesejahteraan setiap 

anggotanya. Jika beberapa orang berhimpun pada suatu perkumpulan, 

maka perkumpulan tersebut berkedudukan sebagai pihak penanggung, 

sedangkan anggota perkumpulanlah yang berkedudukan sebagai pihak 

tertanggung. Apabila timbul suatu peristiwa yang memiliki akibat 

kerugian atau kematian terhadap anggota (tertanggung), maka 

perkumpulan akan membayar sejumlah uang kepada anggota 

(tertanggung) yang bersangkutan. 
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7. Pihak-pihak dalam Asuransi Jiwa 

Suatu kegiatan yang menjadi subjek adalah pihak-pihak yang melakukan 

peran aktif melakukan kesepakatan dari perjanjian tersebut, pihak-pihak tersebut 

adalah pihak tertanggung, penanggung juga pihak yang berperan aktif dalam 

menunjang perusahaan asuransi. 

a. Penanggung 

Penanggung pada asuransi diartikan yaitu perusahaan asuransi jiwa 

yang menanggung risiko yang kemungkinan terjadi kedepannya pada 

pihak tertanggung yang mana dihubungkan pada hidup atau matinya 

pihak tertanggung. 

b. Tertanggung 

Tertanggung pada asuransi diartikan yaitu pihak yang sudah 

mengikuti asuransi disertai adanya pembayaran sejumlah premi yang 

telah disepakati pada pihak penanggung dan pada waktu yang sudah 

ditentukan, hal ini tersebut meruapakan imbalan yang diterima oleh 

penanggung karena penanggung yang menanggung risiko dari 

tertanggung. 

c. Pihak yang berkepentingan  

Abdulkadir Muhammad menyatakan pada teori kepentingan 

pihak ketiga, pada asuransi jiwa pihak ketiga mempunyai kepentingan 

biasa disebut sebagai penikmat. Disebabkan penikmat merupakan 

orang yang dipilih sebagai ahli waris dari pihak tertanggung. Supaya 

timbulnya penikmat saat terjadinya evenement, meninggalnya 
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tertanggung. Pada peristiwa ini maka saat tertanggung meninggal 

secara otomatis tidak dapat menikmati uang santunan, tetapi ahli waris 

atau penikmat yang telah dipilih tertanggung sesuai perjanjian yang 

dapat menikmati uang santunan tersebut. Penikmat dalam hal ini 

memperoleh posisi yang menguntungkan karena penikmat atau sebagai 

pihak ketiga tidak mempunyai kewajiban membayar premi pada pihak 

penanggung. Disebabkan asuransi terjadi hanya bagi kepentingannya, 

tetapi bukan menjadi tanggung jawabnya. (Muhammad, Hukum 

Asuransi, 2015, p.200) 

d. Objek Asuransi Jiwa 

Objek asuransi jiwa jelas berbeda dengan objek asuransi kerugian, 

dikarenakan objek asuransi jiwa tidak berbentuk dan tidak bisa dinilai 

dengan mata uang. Hal ini disebabkan objek dari asuransi jiwa yaitu 

jiwa individu tersebut. 

e. Hak dan Kewajiban para pihak 

Pada asuransi jiwa mempunyai hubungan dalam sebuah 

perjanjian, dalam hubungan tersebut pasti menimbulkan hukum pada 

para pihak yakni hak dan kewajiban. Melaksanakan hak dan kewajiban 

diperlukan karena para pihak saling membutuhkan. Contohnya 

penanggung memiliki hak menerima sejumlah  premi dari pihak 

tertanggung yang digunakan sebagai pengalihan risiko dari pihak 

tertanggung.  Tetapi jika terjadi evenement saat perjanjian belum 

selesai, maka pihak penanggung memiliki kewajiban untuk memberi 
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sejumlah uang santunan pada tertanggung sesuai isi perjanjian, atau 

jika berakhirnya masa waktu asuransi tidak terjadi evenement, maka 

pihak penanggung juga memiliki kewajiban membayar uang 

pengembalian pada pihak tertanggung. 

 

C. Tinjauan Umum Tentang PT. Asuransi Jiwasraya 

Asuransi Jiwasraya merupakan suatu perusahaan asuransi yang bergerak 

pada bidang asuransi di Indonesia. Tahun 1859 Asuransi Jiwasraya lahir di 

Belanda. Saat ini perusahaan Jiwasraya terdapat di 70 negara di dunia dan 

memiliki lebih dari 78 juta pihak tertanggung dari seluruh dunia. Asuransi 

Jiwasraya memberikan pelayanan juga perlindungan pada tertanggung, baik 

secara individu atau kelompok di suatu perusahaan. Asuransi Jiwasraya 

mempunyai visi menjadi perusahaan Asuransi Jiwa yang sehat dan tangguh. 

Sedangkan misinya yaitu menjalankan usaha asuransi jiwa dengan orientasi 

pelanggan, menyediakan kanal distribusi yang luas berbasis IT dengan didukung 

dengan SDM yang telah professional, menciptakan suatu nilai 

terhadap shareholder dan stakeholder lainnya, dan terakhir menjalankan usaha 

yang sustainable dengan cara menjunjung nilai-nilai tata kelola Perusahaan yang 

baik dan benar. 

Saat ini Asuransi Jiwasraya telah terdapat di 46 kota dan 89 titik 

pelayanan, juga didukung 15.000 agen, serta diperkirakan mempunyai karyawan 

1.500 dan mitra perbankan yang mempunyai kemampuan dalam melayani 

nasabah secara maksimal. PT Asuransi Jiwasraya mempunyai visi dan misi. 
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Adapun visinya yaitu menjadikan perusahaan yang dapat terpercaya dan dipilih 

dalam memberi solusi bagi keperluan asuransi juga sebagai perencana keuangan, 

misi dari asruansi Jiwasraya yaitu selalu dapat memberi perasaan aman, kepastian 

juga nyaman dengan adanya solusi yang inovatif dan kompetitif terhadap setiap 

nasabah dalam setiap keperluan dari asuransi dan perencana keuangan. 
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BAB III 

HASIL DAN PEMBAHASAN 

 

A. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diterima Pemegang Polis Akibat 

Penolakan Klaim Pada Asuransi Proteksi Extra Income Platinum di PT. 

Asuransi Jiwasraya Pekanbaru 

Perlindungan hukum adalah segala usaha yang dilakukan seseorang atau 

sekelompok dalam mengamankan haknya dari tindakan melawan hukum yang 

diperbuat pihak lain. Terbagi dalam 2 perlindungan hukum yaitu : 

1. Perlindungan hukum preventif, yakni pemerintah dengan secara penuh 

memberikan perlindungan yang mempunyai tujuan utama untuk mencegah 

sebelum ada pelanggaran. Perlindungan hukum ini dilakukan dengan cara 

pemenuhan hak-hak konsumen dan pemenuhan kewajiban dari pelaku 

usaha.  

2. Perlindungan hukum represif,  yakni memberi akibat-akibat dari 

pelanggaran yang terjadi seperti adanya sanksi, denda jika terdapat suatu 

pelanggaran, bentuk perlindungan hukum ini memiliki tujuan untuk 

menyelesaikan sengketa atau permasalahan yang ada. 

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pihak tertanggung dalam 

asuransi jiwa yaitu memberi rasa keadilan. Keadilan berkontrak pada asuransi 

dapat dilihat dalam suatu perjanjian saat kedua belah pihak memperoleh suatu 

kesepakatan untuk secara bersama-sama mengikatkan diri tanpa adanya tekanan 

dari pihak lain, pada hal in kontrak yang dilaksanakan dengan sukarela. Beberapa 
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hal tentang bentuk perlindungan hukum yang diberikan pada pihak tertanggung 

berhubungan  klausula baku pada polis asuransi, yaitu : 

1. Posisi Tawar, hal ini berkaitan dengan kemampuan para pihak pada hal ini 

berhubungan dengan kondisi ekonomi yang dimiliki. Posisi tawar para 

pihak pada suatu perjanjian tidak dapat dilepaskan dari kedudukan 

konsumen, yaitu secara jelas bahwa kedudukan konsumen dalam 

perjanjian adalah unsur penting yang tidak dapat ditinggalkan. 

2. Adanya negosiasi, merupakan hal yang penting pada perjanjian, dengan 

adanya negosiasi maka kedua pihak dapat mengetahui apa yang menjadi 

hak dan kewajiban yang akan dilaksanakan. Negosiasi pada perjanjian 

timbul dikarenakan para pihak mempunyai tujuan masing-masing yang 

ingin diperoleh, sehingga dengan adanya negosiasi tersebut diharapkan 

tercapainya kesepakatan. 

3. Proporsionalitas, pada klausula perjanjian proposionalitas dapat dilihat 

dari adanya pertukran kepentingan yang ada dari masing-masing pihak. 

Oleh sebab itu proporsionalitas yang ada dalam perjanjian dapat dilihat 

dari klausul-klausul pada perjanjian tersebut. Hal ini berkaitan dengan 

pertukaran hak juga kewajiban antara para pihak. Terdapatnya keterbukaan 

pada perjanjian tersebut akan membantu dalam menciptakan kadar 

proporsionalitas atas perjanjian tersebut. Keterbukaan informasi 

berhubungan dengan klausula pada perjanjian setidaknya sudah sesuai 

dengan yang menjadi tujuan dibentuknya undang-undang perlindungan 

konsumen. 
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4. Adanya keseimbangan, pada perjanjian keseimbangan yang ada pada 

kontrak dapat ditelaah dari kondisi para pihak sebelum melaksanakan 

kontrak tersebut. Ada terdapat beberapa aspek dalam perjanjian yang perlu 

diperhatikan untuk memperoleh keseimbangan tersebut yaitu: Pertama, 

Perbuatan Para Pihak, pada hal ini berkaitan dengan subjek perjanjian, 

tidak dapat dipungkiri suatu perjanjian dapat terwujud saat para pihak 

saling mengikatkan diri dalam perjanjian tersebut. Saat kondisi para pihak 

berada dalam keadaan yang seimbang, maka dapat membuat perjanjian 

dengan baik, dan jika sebaliknya saat perbuatan hukum yang dilakukan 

berasal dari ketidaksempurnaan diri salah satu pihak, maka perjanjian 

dapat dinyatakan pada kondisi tidak seimbang.  Kedua, isi kontrak. 

Keseimbangan dalam isi kontrak tidak terlepas dari kesadaran juga 

kesepakatan para pihak dalam membuat kontrak tersebut. 

Berdasarkan wawancara penulis, perlindungan hukum yang diterima 

pemegang polis akibat penolakan klaim adalah represif, yakni perlindungan 

hukum yang diberi pihak penanggung sesuai dengan polis sebisa mungkin 

diselesaikan secara musyawarah atau mufakat. Sehingga untuk memberi 

perlindungan hukum pada pihak tertanggung, maka pihak penanggung wajib 

mengatur alasan penolakan klaim pada polis asuransi untuk mencegah sengketa 

dengan tertanggung. 

Dean G Pruitt dan Jeffrey Z. Rubin menyatakan sebuah teori mengenai 

penyelesaian sengketa terdapat 5. Pertama, contending (bertanding) adalah 

mencoba menerapkan sebuah solusi yang lebih disukai salah satu pihak atas pihak 
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lainnya. Kedua, yielding (mengalah) yakni menurunkan aspirasi dan memberi diri 

untuk menerima kekurangan dari yang diinginkan. Ketiga, problem solving 

(pemecahan masalah) adalah mencari jalan yang memberi kepuasan pada kedua 

belah pihak. Keempat, with drawing (menarik diri) adalah memilih untuk 

meninggalkan situasi sengketa tersebut, baik dengan fisik atau pun psikologis. 

Kelima, in action (diam) adalah tidak melakukan apapun (Pruitt dan Rubin.2013) 

Perlindungan hukum pada pemegang polis merupakan hal yang penting, 

hal ini dihubungkan dengan praktik perjanjian baku dalam perjanjian asuransi 

jiwa, pada dasarnya saat penandatanganan polis asuransi, pihak tertanggung 

sebenarnya telah mendapatkan perlindungan hukum oleh sebab itu format atau isi 

perjanjian lebih menguntungkan perusahaan asuransi jiwa. Salah satu institusi 

yang memiliki wewenang dan fungsi untuk memberikan perlindungan hukum 

adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang diatur dalam UU Nomor 21 Tahun 

2011, pada Pasal 55 ayat (1) menyatakan “Sejak tanggal 31 Desember 2012, 

fungsi, wewenang, tugas pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan 

disektor pasar modal, peransuransian, dana pensiun, lembaga pembiayaan, dan 

lembaga jasa keuangan lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Badan 

Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan ke OJK”. Jika timbul sengketa 

atau perselisihan antara pemegang polis, maka sesuai tugas, fungsi, dan 

kewenangannya dalam otoritas jasa keuangan melaksanakan mekanisme 

penyelesaian sengketa konsumen baik secara peradilan atau litigasi, ataupun 

penyelesaian sengketa atau perselisihan diluar peradilan. 
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 Isi polis asuransi atau perjanjian asuransi yang telah dibuat oleh pihak 

penanggung dan pihak tertanggung memuat beberapa hal, seperti pengalihan 

risiko, syarat, serta komitmen kedua pihak. Isi polis asuransi sangat penting untuk 

mengetahui hal-hal yang dimuat dalam polis. Polis ini menjadi pedoman saat 

tertanggung ingin mendapatkan haknya sebagai nasabah asuransi jiwa. 

Sebaliknya, polis juga dapat memberi perlindungan bagi perusahaan asuransi saat 

peserta asuransi menuntut haknya diluar perjanjian yang sudah disepakati. Penting 

bagi pemegang polis untuk memahami isi keseluruhan polis untuk menghindari 

kerugian. 

Berdasarkan wawancara penulis kepada penanggung bahwa pihak 

perusahaan asuransi melakukan penolakan klaim pada pemegang polis karena 

tertanggung tidak melakukan kewajiban yang telah tertuang dalam polis. Maka 

akibat yang diterima oleh pemegang polis yaitu polis menjadi tidak aktif dan tidak 

dapat diklaim, yang mana PT. Asuransi Jiwasraya Pekanbaru telah menghentikan 

status tertanggung, dan polis tidak dapat dipergunakan lagi. Pihak tertanggung 

tidak akan bisa mendapatkan sisa dari uang pertanggungannya. 

Perlindungan hukum dipahami sebagai usaha atau tindakan dari hukum 

pemerintah yang diberi pada subjek hukum sesuai dengan hak dan kewajiban 

yang dilaksanakan sesuai dengan hukum positif yang berlaku di Indonesia. 

Perlindungan hukum terjadi karena adanya suatu hubungan hukum. Jika melihat 

perlindungan hukum dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang usaha 

perasuransian yang diberi pada nasabah tergolong tidak mempunyai kepastian, hal 

ini disebabkan undang-undang tidak menyatakan dengan jelas tentang 
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perlindungan hukum bagaimana yang diterima nasabah asuransi yang 

berhubungan dengan hak dan kewajiban yang seharusnya diperoleh nasabah 

sebagaiman merupakan pengguna jasa asuransi yang umumnya memperoleh hak 

dan kewajiban mendapatkan perlindungan hukum.  

Hasil wawancara penulis pada penanggung yaitu hak secara pengertian 

adalah unsur normatif yang mempunyai dasar sebagai petunjuk dalam berperilaku, 

melindungi, kebebasan, dan menjamin adanya peluang manusia untuk menjaga 

martabatnya. Oleh sebab itu hak merupakan unsur normatif yang tidak dapat 

dipisahkan dari pribadi manusia yang mana pelaksanaannya berada dalam lingkup 

hak persamaan dan hak kebebasan yang berhubungan dengan interaksi antara 

individu ataupun instansi yang berhubungan. Dan kewajiban merupakan sebuah 

beban yang mana harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. 

Berdasarkan hasil wawancara pada penanggung yaitu penanggung telah 

memberi penjelasan apa yang menjadi hak dan kewajiban pihak penanggung juga 

maupun pihak tertanggung yang tertuang dalam polis. Berikut kewajiban 

tertanggung yaitu mempunyai kewajiban untuk membayar sejumlah premi, 

memberikan informasi secara jujur dan benar, sedangkan yang menjadi hak dari 

tertanggung yaitu diperlakukan secara benar dan jujur, memperoleh informasi 

secara benar dan memiliki hak memperoleh manfaat atau perlindungan dari 

asuransi yang telah dipilih. 

Prihantoro menyatakan bahwa saat memberi pengajuan klaim harus 

melakukannya dengan jangka waktu maksimal satu bulan sesudah terjadi 
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kematian atau hal yang merugikan pihak tertanggung, tetapi disertai dengan bukti 

yakni : 

1. Jika tertanggung meninggal dunia disebabkan kecelakaan yang 

ditanggung dalam polis, maka haruslah disediakan : 

a. Polis terkait 

b. Surat pengenal polis 

c. Surat berupa keterangan kecelakaan dari polisi 

d. Surat kematian dari pamongpraja 

e. Bukti sah saat terakhir kali melakukan pembayaran premi 

2. Jika pihak tertanggung menjadi cacat disebabkan kecelakaan yang 

mana ditanggung dalam polis, maka yang dibutuhkan yakni : 

a. Polis yang berkaitan 

b. Surat pengenal pemegang polis 

c. Surat keterangan kecelakaan dari kepolisian 

d. Surat bukti cacat yang secara sah dari dokter yang melakukan 

pemeriksaan pada tertanggung 

e. Terdapatnya bukti kwintasi yang sah yang menjadi bukti terakhir 

kali melakukan pembayaran premi 

Saat semakin naiknya permasalah atau sengketa penolakan klaim yang 

mana dilakukan oleh perusahaan asuransi yang berakibat perlindungan yang 

diberi pada nasabah akan semakin diabaikan. Penolakan klaim terjadi pasti karena 

ada dasar hukum yang telah diatur, oleh sebab itu sudah seharusnya tertanggung 

mengetahui penyebab mengapa pihak penanggung tidak mencairkan biaya 
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klaimnya. Penolakan yang dilakukan oleh pihak penanggung pasti berdasarkan isi 

dalam polis. 

Hasil dari wawancara penulis pada pihak penanggung adalah penyebab 

dari penolakan klaim yang mana dilakukan oleh penanggung disebabkan pihak 

tertanggung yang telah meninggal terbukti telah menyembunyikan data saat 

pembuatan polis, juga terbukti tidak dengan jujur bahwa tertanggung pernah 

mengalami sakit dan dirawat dirumah sakit saat sebelum mengikuti asuransi dan 

apabila hal ini terbukti benar maka dengan otomatis klaim akan ditolak oleh pihak 

penanggung. 

Saat memberi persetujuan dalam SPAJ harus memiliki sikap itikad baik 

dari pihak tertanggung dan tertanggung tidak boleh menyembunyikan sesuatu saat 

melaksanakan penandatanganan SPAJ. Tertanggung memang memiliki kewajiban 

untuk memberi informasi secara benar pada pihak perusahaan yang mana bahwa 

pihak tertanggung belum mempunyai riwayat penyakit sebelumnya. Pada hal ini 

sering ditemukan hal seperti ini pada kegiatan asuransi terkhusus bagi pihak 

tertanggung yang mana terkadang tidak menyatakan riwayat penyakit sudah 

dialami sebelumnya, dan jika hal ini terbukti maka akan mempengaruhi saat 

pengajuan klaim.  

 Berdasarkan wawancara penulis kepada tertanggung diantaranya, 

menyatakan bahwa tidak kesulitan saat membuat polis, disebabkan mereka 

memperoleh bantuan dari agen asuransi. Akibat penolakan klaim tertanggung 

yaitu terbukti telah mempunyai riwayat penyakit sebelum mengikuti asuransi 

yang mana mempunyai arti tidak memberi informasi secara jujur. Hal ini juga 
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terbukti bahwa tertanggung tidak mempunyai itikad yang baik, pasal 251 KUHD 

secara jelas menyatakan ketentuan umum untuk perjanjian yakni semua 

keterangan yang tidak benar atau adanya kondisi yang disembunyikan yang mana 

telah diketahui tertanggung yang mana membuktikan tidak adanya itikad baik dari 

pihak tertanggung , jika pihak penanggung mengetahui keadaan sebenarnya, maka 

perjanjian tersebut akan batal. 

Pemalsuan dokumen penutupan asuransi yang dilakukan mempunyai 

hubungan pada risiko yang ditanggung. Hal ini mempunyai artian terdapatnya 

pemalsuan identitas yang dilakukan oleh pemegang polis supaya memperoleh 

kemudahan dalam melaksanakan perjanjian asuransi yang hendak disepakati. 

Seharusnya tertanggung apabila hendak melaksanakan perjanjian asuransi wajib 

mengisi formulir yang sudah disediakan pihak perusahaan asuransi secara lengkap 

dan jujur, karena pada dasarnya perjanjian asuransi jiwa yang terjadi antara pihak 

perusahaan dan pemegang polis yaitu terdapat kejujuran atau informasi yang ada 

dengan benar tentang kondisi dari tertanggung. Apabila suatu hari ternyata 

keterangan yang terdapat dalam SPAJ ataupun pada laporan pemeriksaan 

kesehatan tidak jujur ataupun ada kepalsuan, sementara perjanjian sudah mulai, 

maka perjanjian tersebut akan batal demi hukum.   

Saat polis pada kondisi kadaluarsa dan pihak tertanggung sudah 

meninggal, maka perusahaan akan memiliki kebebasan dari kewajibannya dalam 

membayar santunan pada ahli warisnya, tetapi penanggung mempunyai kewajiban 

dalam mengembalikan sejumlah uang yang telah diterima pihak perusahaan 

asuransi.  
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 Abdulkadir menyatakan premi asuransi merupakan salah satu syarat yang 

penting pada kegiatan asuransi, dikarenakan hal ini adalah kewajiban yang tidak 

dapat dihindari yang harus dilakukan pihak tertanggung terhadap pihak 

penanggung. Dalam menetapkan tingkat premi haruslah berdasarkan analisis 

risiko secara sehat. Apabila besar kecilnya jumlah premi yang hendak dibayar 

pihak tertanggung terhadap pihak penanggung ditentukan melalui penilaian risiko 

yang ditanggung pihak penanggung. Penetapan jumlah premi yang diperjanjikan 

pihak tertanggung pada perusahaan asuransi akan dituangkan dalam bentuk polis. 

Demikian juga termasuk saat menghitung jumlah premi, sehingga pada 

penerimaan premi terhadap pihak tertanggung, pihak penanggung dapat dengan 

mampu melakukan pembayaran klaim ganti rugi pada pihak tertanggung yang 

ditimpa kejadian yang mengakibatkan suatu kerugian padanya. 

 Melakukan pembayaran sejumlah premi sangatlah berpengaruh dalam 

pelaksanaan kegiatan keuangan di perusahaan asuransi, oleh sebab itu pada 

pembayaran premi disebutkan hal pokok yang sangat penting dalam operasional 

perusahaan asuransi, premi ini juga berdampak dalam melakukan pembayaran 

klaim, apabila dalam pembayaran premi lancar dapat disebutkan dalam proses 

pembayaran klaim juga lancar, tetapi apabila pada pembayaran premi pihak 

tertanggung terlambat dan hal ini akan berpengaruh apabila ingin melaksanakan 

penyelesaian klaim, jika telah melewati masa waktu yang diberi pihak perusahaan 

asuransi dan saat waktu yang secara bersamaan ahli waris hendak mengajukan 

klaim. 



 

67 
 

1. Melakukan pembayaran premi haruslah bayar dimuka yaitu dikantor pusat 

atau lokasi yang telah ditentukan badan. 

2. Premi yang dibayar saat melewati masa waktu maka akan dikenakan 

bunga yang ditentukan badan. 

3. Saat membayar preminya dengan persetujuan badan dengan cara per 

setengah tahun atau bulanan dan premi dibayarkan sekaligus. 

4. Jika pada penagihan premi tidak tepat waktu oleh badan, maka dari itu 

tidak membebaskan kewajiban pemegang polis untuk premi terhadap 

baan. 

Perlindungan hukum dapat dipahami suatu upaya atau tindakan hukum 

pemerintah yang diberikan pada subjek hukum sesuai hak dan kewajiban yang 

dilaksanakan sesuai hukum positif yang berlaku di Indonesia. Perlindungan 

hukum terjadi disebabkan terdapatnya hubungan hukum. 

Hasil wawancara penulis pada tertanggung menyatakan bahwa pihak 

perusahaan telah memberikan hak bagi pemegang polis untuk mempelajari isi 

polis dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak polis telah diterima pemegang 

polis. Juga hasil wawancara penulis terhadap penanggung yaitu pihak perusahaan 

juga telah menjelaskan isi polis pada pihak tertanggung dengan jelas melalui agen 

asuransi jiwa dilapangan, dan perusahaan menolak klaim asuransi dan hanya 

mengembalikan sejumlah premi yang telah dibayarkan pada ahli waris.  
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B. Kendala Dalam Mendapatkan Perlindungan Hukum Akibat Penolakan 

Klaim Pada Asuransi Proteksi Extra Income Platinum di PT Asuransi 

Jiwasraya Pekanbaru  

Polis dalam asuransi bersifat standar atau baku, memiliki arti bahwa polis 

telah diterbitkan dahulu oleh pihak perusahaan asuransi. Polis yang berbentuk 

baku dibuat secara sepihak oleh pihak perusahaan asuransi dengan adanya alasan 

ekonomis dan efisiensi waktu juga diterima serta digunakan oleh masyarakat. 

Kedudukan pihak perusahaan asuransi lebih tinggi dari pihak tertanggung. 

Penolakan klaim yang terjadi pada pemegang polis beberapa kali mempunyai 

kendala dalam memperoleh perlindungan hukum pada asuransinya yaitu 

diantaranya : 

1. Polis yang bersifat baku pada kenyataannya mengandung bahasa yang 

memuat penafsiran berbeda oleh para pihak yang memiliki akibat 

ditolaknya klaim yang diajukan oleh pihak tertanggung. 

2. Pemegang polis yaitu tidak mempunyai kesempatan untuk tawar-menawar 

lebih lanjut saat terbukti melakukan pelanggaran dalam polis asuransi. 

3. Adanya kelemahan pihak tertanggung pada bidang pendidikan, ekonomis, 

daya tawar dibandingkan pengusaha penyedua produk konsumen 

Adapun yang menjadi proses penyelesaian yang diberi pihak perusahaan 

asuransi sebagai pihak penanggung pada penolakan klaim tertanggung yaitu 

dengan litigasi dan non litigasi. 
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a. Non litigasi 

Penyelesaian yang dilaksanakan yaitu seluruh permasalahan yang terjadi 

dari pertanggungan juga pelaksanaannya, yang terlebih dahulu akan diselesaikan 

dengan musyawarah juga upaya hukum dengan cara mediasi boleh dilakukan saat 

sebelum para pihak melakukan pilihan upaya hukum melalui pengadilan atau 

arbitrase, pada hal ini boleh dilakukan pada badan mediasi bidang asuransi 

Indonesia melalui BMAI (Badan Mediasi Asuransi Indonesia) juag sesuai pada 

ketentuan yang telah diatur BMAI. 

 

b. Litigasi 

Apabila permasalahan tidak dapat diselesaikan dengan musyawarah, maka 

pihak penanggung dan pemegang polis dapat melakukan dengan hukum yang 

berlaku, juga upaya hukum yang dilakukan melalui jalur arbitrase sebagai pihak 

penanggung dan tertanggung boleh mengajukan permasalahannya pada lembaga 

arbitrase berdasarkan aturan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga 

seluruh pelaksanaannya wajib mengikuti peraturan yang berlaku. 

Penolakan klaim yang terjadi pasti mempunyai dasar hukumnya, karena 

semua yang terjadi pasti mempunyai hubungan hukum yang berlaku. Jika hal 

tersebut terjadi, sebagai tertanggung harus mengetahui mengapa perusahaan 

asuransi yaitu pihak penanggung menolak klaimnya. Karena penolakan klaim 

terjadi berdasarkan polis yang sudah disepakati juga dimiliki oleh tertanggung. 

Hasil wawancara penulis pada penanggung yaitu penyebab penolakan 

klaim terjadi dikarenakan pihak tertanggung tidak jujur saat mengisi keterangan 
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riwayat penyakit pada SPAJ, padahal terdapat pernyataan-pernyataan penting 

yang mana harus diisi secara jujur oleh pihak tertanggung sebagai pemegang 

polis, jika pihak tertanggung telah memberi jawaban pada pernyataan tersebut, 

maka perusahaan asuransi akan melihat dan menilai apakah dapat memberi 

perlindungan atau tidak pada tertanggung. Perusahaan asuransi dalam melindungi 

manfaat asuransi ada beberapa pengecualian yang mana tidak dilindungi pihak 

perusahaan aruansi, yaitu beberapa pengecualian manfaat meninggal : 

a. Adanya kejahatan asuransi yakni pihak yang mempunyai kepentingan seagai 

penerima dari manfaat asuransi atau disebut ahli waris yang mana melakukan 

kerja sama dalam membuat kejahatan supaya pihak tersebut dapat menerima 

manfaat asuransi. 

b. Ternyata pihak tertanggung mempunyai penyakit Acqurrev Immune 

Syndrome (AIDS) dan Human Immunodeficiency (HIV) 

c. Terdapat keinginan melakukan bunuh diri, yang mana dilakukan sesudah 

asuransi berjalan dua tahun juga mempunyai tujuan yang tidak benar. 

d. Dengan sengaja pihak tertanggung melaksanakan kejahatan aktif maupun 

tidak aktif. 

Danarti juga menyatakan fungsi, manfaat juga tujuan dari asuransi yaitu : 

1. Fungsi asuransi 

Perihal fungsi dari asuransi menurut Danarti terbagi menjadi dua bagian 

yakni : 

a. Melakukan transfer risiko pihak tertanggung pada penanggung dengan 

adanya syarat yaitu pihak tertanggung membayar sejumlah premi pada 
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pihak penanggung, pada hal ini seseorang dapat mengalihkan risiko 

yang terjadi dalam kehidupannya pada perusahaan asuransi. 

b. Melakukan pengumpulan premi pihak tertanggung yang mana dikelola 

oleh perusahaan asuransi, dan dipergunakan dalam membayar risiko 

yang telah ditanggungkan. 

 

2. Manfaat asuransi 

Danarti menyatakan manfaat dari asuransi adalah memberikan rasa 

aman. Indonesia mempunyai beberapa jenis asuransi yakni asuransi jiwa, 

asuransi kerugian, asuransi kesehatan. Membahas mengenai asuransi 

kerugian tentu berbentuk harta benda yang mana dimiliki oleh seseorang 

seperti mobil, rumah dan lain sebagainya. Dengan adanya perusahaan 

asuransi pastinya memberi perlindungan pada masa depan seseorang, juga 

menghindari atau mengurangi beban risiko yang ada dalam kehidupan 

seseorang. 

3. Tujuan juga cara pemecahan asuransi 

Danarti menyatakan beberapa tujuan dari asuransi juga teknik 

pemecahan asuransi yakni : 

a. Dipandang dari segi hukum 

Tujuannya adalah : mengalihkan risiko yang ada pada suatu objek 

tertentu 

Caranya : Melalui pembayaran sejumlah premi dari pihak tertanggung 

yang bertujuan kontrak ganti rugi. 
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b. Dipandang dari segi ekonomi 

Tujuannya adalah : mengurangi adanya ketidakpastian dari hasil usaha 

yang mana diperbuat seseorang dengan maksud untuk memenuhi 

tujuannya. 

Caranya : dengan menghilangkan risiko pada pihak lain dan pihak 

tersebut mengkombinasikan risiko dengan jumlah yang besar, supaya 

dapat melakukan perhitungan dengan pasti pada jumlah besarnya 

kerugian yang terjadi. 

 

c. Dipandang dari segi masyarakat 

Tujuannya adalah : menanggung kerugian yang terjadi secara bersama-

sama antara sesama peserta asuransi. 

Caranya : semua kelompok program asuransi memberi kontribusinya 

supaya anggota atau pesertanya memperoleh santunan terhadap 

kerugian yang terjadi. 

d. Dipandang dari segi sistematis 

Tujuannya adalah : melakukan perkiraan besarnya risiko yang akan 

terjadi kedepannya, dan hasil perkiraan tersebut digunakan untuk 

membagi risiko pada peserta atau kelompok asuransi yang telah 

mengikuti program asuransi yang ada. 

e. Dilihat dari segi tata niaga 

Tujuannya adalah : melakukan pembagian risiko yang mana dihadapi 

oleh seluruh peserta dari program asuransi. 
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Caranya : mengalihkan risiko dari seseorang atau kelompok pada 

pihak lembaga keuangan bidang pengelolaan risiko, juga akan 

membagi risiko yang ditanggungnya pada seluruh anggota atau peserta 

program asuransi. 

 Sebelum perjanjian asuransi dilaksanakan oleh pihak tertanggung akan 

diminta ketertangan tentang kondisi objek yang hendak diasuransikan, 

penanggung juga mempunyai kewajiban untuk menjelaskan hak dan kewajiban 

pihak tertanggung dan pihak penanggung yang tertuang dalam polis. PT Asuransi 

Jiwasraya Pekanbaru juga telah memberi pengetahuan terhadap agen-agen tentang 

kewajiban pihak penanggung. Yang mana jika pihak penanggung tidak ada 

menjelaskan hal tersebut, maka tertanggung dapat melakukan penuntutan pada 

pihak penanggung.  

Melihat dari hubungan yang ada antara perjanjian dengan perikatan ini 

dapat dibuat kesimpulan yaitu perjanjian tersebut akan menimbulkan yang 

namanya perikatan. Dalam pasal 1233 KUH Perdata menyatakan “Bahwa setiap 

perikatan dilahirkan karena adanya persetujuan, karena undang-undang”. Maka 

dari itu dapat dikatakan seluruh kewajiban yang ada pada perdata dapat 

dilaksanakan karena telah disetujui piahk-pihak yang mana berkaitan dalam 

perikatan tersebut dan dengan cara sengaja dibuat oleh para pihak. Yang mana 

perikatan memiliki arti yaitu hubungan hukum yang dilaksanakan oleh dua pihak 

maupun lebih dalam bidang tertentu. 

Jalur yang biasanya dilakukan pihak tertanggung apabila penanggung 

tidak memberikan penjelasan tentang hak dan kewajiban yang tertuang dakan 
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kontrak yang sudah dibuat yang mana penanggung berarti telah melanggar prinsip 

utmost good faith, dikarenakan prinsip ini menyatakan  bahwa pihak penanggung 

memiliki kewajiban untuk memberi penjelasan mengenai semua hak dan 

kewajiban dari pihak tertanggung juga penanggung itu sendiri, apabila hal ini 

tidka dilakukan maka pihak penanggung dapat dituntut juga wajib bertanggung 

jawab untuk kerugian yang telah dialami pihak tertanggung. 

Masa waktu dari masa perlindungan biasanya diberikan pihak perusahaan 

asuransi pada tertanggung jika adanya yang namanya invoice, seluruh hal ini 

berdasarkan kepada pihak tertanggung saat memilih manfaat dasar yang 

diinginkannya juga disepakati pihak tertanggung. Batas usia yang biasanya untuk 

manfaat asuransi yang diberi pihak perusahaan adalah sampai 99 tahun, yang 

mana manfaat dasar tersebut dengan artiaan tertanggung meninggal dunia (dalam 

arti keadaan cacat mental), apabila terdapat manfaat tambahan yang dipilih 

sepertinya penyakit kritis hal ini biasanya tidak ada pilihannya, tetapi tergantung 

pada kebutuhan dari calon tertanggung, pada usia 65 tahun jika untuk penyakit 

kritis berarti mempunyai batas hanya sampai pada usia 65 tahun perlindungan 

yang akan diberikan, tetapi jika untuk meninggal dunia batas usianya hanya 

sampai 90 tahun. 

Pada upaya perlindungan hukum yang diberi pihak perusahaan asuransi 

pada nasabah dapat dipandang dari beberapa sudut pandang yakni melihat dari 

bentuk pelaksanaan suatu perjanjian yang telah dibuat, selanjutnya melihat proses 

saat melakukan kegiatan peransuransian, terakhir melihat bentuk transaksi yang 

mana nasabah secara rutin juga pada jangka waktu yang ditentukan dalam 
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melaksnakan transaksi pembayaran untuk memenuhi kewajiban membayar 

sejumlah premi asuransi. 

Upaya-upaya yang akan dilakukan dalam mencegah hambatan-hambatan 

yang tidak diinginkan dalam memberi perlindungan hukum pada nasabah adalah 

berikut : 

1. Upaya dalam mencegah penunggakan pembayaran premi oleh nasabah 

yaitu dengan membuat dan mengirim surat peringatan yang ditujukan 

pada alamat rumah nasabah yang menyatakan bahwa jangka waktu 

pembayaran premi telah melewati batas.  

2. Upaya untuk mencegah selanjutnya yaitu tidak dibayarakannya dana 

klaim nasabah yang dikarenakan kurangnya pengetahuan nasabah 

tentang kualifikasi bentuk dari kerugian yang terjadi pada nasabah, 

oleh sebab itu PT Asuransi Jiwasraya Pekanbaru membuat cara untuk 

pelatihan yang ditujukan pada semua agen asuransi yang ada, supaya 

dapat melatih cara yang wajib dilakukan saat memberi penjelasan pada 

calon nasabah berhubungan dengan pelaksanaan pembayaran klaim 

asuransi, sehingga bisa mengurangi timbulnya hambatan yang terjadi 

pada saat melakukan perlindungan hukum pada nasabah yaitu dalam 

bentuk suatu pemberian hak. 

3. Tentang antisipasi adanya peristiwa rekening nasabah yang tidak aktif, 

maka upaya yang dilakukan yaitu melakukan konfirmasi pada pihak 

nasabah dengan mengunjungi langsung ke alamat rumah nasabah dan 

menanyakan perihal penyebab rekening yang telah diberikan tidak 
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aktif, jika telah memperoleh keterangan dari pihak nasabah, maka 

selanjutnya perusahaan asuransi meminta rekening nasabah yang baru 

dimiliki, maka sesudah hal ini dapat dilakukan perubahan data beserta 

memberikan suatu penilaian yang berupa keuntungan yang menjadi 

hak dari pihak nasabah tersebut. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan dengan penelitian yang penulis telah lakukan maka dari itu 

penulis memberi kesimpulan yaitu : 

1. Perlindungan hukum yang diterima pemegang polis asuransi Proteksi 

Extra Income Platinum di PT Asuransi Jiwasraya Pekanbaru yaitu 

perlindungan hukum represif, yang mana perlindungan ini terjadi saat 

adanya pelanggaran yang dapat berupa sanksi atau denda. Pada penelitian 

ini terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pemegang polis, dan terbukti 

tidak jujur dalam memberi keterangan pada polis. Pihak tertanggung tidak 

melakukan kewajibannya dengan jujur dan benar sehingga polis akan 

menjadi tidak aktif. Walaupun pihak tertanggung hendak mengajukan 

klaim maka sudah pasti akan ditolak oleh pihak penanggung disebabkan 

polis sudah tidak aktif.. Jika polis tidak aktif maka polis tidak akan bisa 

digunakan lagi. Sehingga tertanggung hanya menerima premi yang telah 

dibayarkan selama ini dari pihak perusahaan asuransi.  

2. Kendala dalam memperoleh perlindungan hukum akibat penolakan klaim 

pada asuransi Proteksi Extra Income di PT Asuransi Jiwasraya Pekanbaru 

yaitu tidak memiliki kesempatan dalam tawar-menawar lebih lanjut saat 

terbukti melakukan pelanggaran dalam polis asuransi. Proses 

penyelesaian akibat penolakan klaim terhadap pemegang polis dengan 

cara non litigasi yakni semua sengketa yang ada dari pertanggungan 
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tersebut apabila pada pelaksanaannya terjadi masalah. Penyelesaian 

sengketa terlebih dahulu dengan cara musyawarah. Sedangkan litigasi 

melalui upaya hukum yang dilaksanakan melalui arbitrase pihak 

penanggung dan tertanggung yang sebagai pemegang polis dapat 

mengajukan sengketa atau masalah pada lembaga arbitrase sesuai aturan 

yang berlaku dalam BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) juga 

mematuhi aturan perundang-undangan yang berlaku dan berhubungan 

dengan arbitrase. 

 

B. Saran 

Saran yang hendak paparkan dalam skripsi yaitu sebagai berikut : 

1. Untuk mengantisipasi adanya polis tidak aktif yaitu pihak tertanggung 

sebaiknya memperhatikan dengan baik aturan yang ada pada polis asuransi 

dan memperhatikan kewajiban sebagai pemegang polis. Pihak penanggung 

juga dapat lebih tegas lagi dalam memberi penjelasan saat ingin membuat 

polis asuransi. 

2. Sebaiknya pihak penanggung dan tertanggung lebih saling bekerja sama 

dalam melakukan komunikasi dengan baik jika terjadi masalah dalam 

perjanjian asuransi. Apabila terjadi masalah atau sengketa dapat 

diselesaikan dengan musyawarah atau disebut dengan non litigasi, 

dikarenakan solusi ini merupakan solusi yang terbaik supaya tidak ada 

pihak yang dirugikan baik itu pihak tertanggung dan pihak penanggung. 
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